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Judul : Intergovermental Revenue, Ketepatan Sasaran Anggran, dan Sistem
Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan Sistem
Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris
Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)
Penelitian ini bertujuan untuk membahas sejauhmana pengaruh
intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran, dan sisem pelaporan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian intern pada Pemerintahan
Kabupaten Enrekang sebagai variabel moderasi dalam penulisan karya Ilmiah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan menggunakan analisis linear dan analisis moderating melalui pendekatan
nilai selisih mutlak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
yang dikumpulkan melalui survey kuesioner secara langsung. Populasi dalam
penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Enrekang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 19 Dinas yang tergabung dalam SKPD. Responden dalam penelitian ini
adalah pejabat atau staf yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan,
pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kepala sub
bagian keuangan, staf akuntansi/keuangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini
sebanyak 75 responden.
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa
inergovermental revenue tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
Sedangkan ketepatan dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifkan
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Analisis variable moderating dengan
pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal
tidak mampu memoderasi intergovernmental revenue, dan ketepatan sasaran
anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Namun sistem pengendalian
internal mampu memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan.
Kata kunci : Intergovernmental revenue, ketepatan sasaran anggaran, sistem





Menurut Afrida (2013) mengatakan bahwa didalam “pemerintah daerah,
penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi
daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah.”
Sedangkan menurut Hakim (2016) menjelaskan bahwa :
Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik
yangdiberikan kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Selanjutnya penelitian yang lain mempunyai pandangan yang berbeda
Abdullah (2017) mengatakan bahwa Pengelolaan pemerintah daerah yang
berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah Anggaran
diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untukmencapai
kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas
terhadap masyarakat.
Penelitian Andarias dalam jurnal Dewi (2015) menyatakan bahwa
permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terjadi pada ketidakefektifan,
inefisiensi dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi (private inurement). Hal
ini disebabkan oleh mekanisme dasar pertanggungjawaban baku ang tidak dimiiki
pemerintah daerah layaknya organisasi bisnis. Disisi lain penelitian yang dilakukan
Pratiwy (2013) menjelaskan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi
2kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran finansial. Kemudian ditambahkan oleh Halim dan Ahmad (2014) bahwa
Anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan
dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Anggaran dipemerintahan sangat penting, karena berhubungan dengan fungsi
dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas
melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran
Lesmana (2014). Kemudian ditambahkan oleh Nengsih (2017) yang menjelaskan
bahwa anggaran harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian di dalam kinerja yang
diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus menggambarkan sasaran
kinerja secara jelas dan spesifik. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan
pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal
ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang
diharapkan.
Indrayani (2017) menjelaskan perkambangan organisasi banyak mengalami
problem yang muncul akibat kelompok-kelompok kecil yang tidak membuat
organisasi semakin dinamis, melainkan malah menjadikan keruntuhan organisasi
tersebut. Ini terjadi karena adanya perbedaan peran, harapan,interdependensi, dan
persepsi para anggota kelompok. Dalam  beberapa  tahun terakhir,  permasalahan
hukum  yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja keuangan  daerah  menjadi
perhatian masyarakat. Berbagai  macam peraturan  keuangan  yang  diterbitkan
3ternyata  tidak  selalu  diiringi dengan peningkatan  hasil  kinerja keuangan. Hal  ini
terbukti dengan masih  banyaknya  persoalan  yang dihadapi  oleh  pemerintah
daerah mulai  dari  adanya  berbagai penyimpangan  sampai pengungkapan  yang
tidak  jelas dalam  hal  pengelolaan  keuangan Sari Indah (2017).
Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal (8/27) yang
berbunyi :
                     
Terjemahnya :
”Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menghianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Departemen Agama. 2012:
180)
Kandungan dari ayat diatas menjelaskan tentang amanat yang diberikan
kepada seseorang. Dimna hal ini adalah amanat yang diberikan masyarakat kepada
pemerintahan daerah dalam mengembangkan daerah tersebut. Serta pemerintah wajib
menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan
termasuk dalam pengelolaan laporan keuangan. Menciptakan individu dalam
organisasi menjadi jujur, adil dalam mengembangkan amanah.
Penelitian yang dilakukan oleh Sardi (2016) menjelaskan Akuntabilitas
keuangan dan kinerja mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan keuangan
dan anggaran negara karena laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat
berdasarkan laporan keuangan sesuai dalam PP Nomor 8 tahun 2006. Disisi lain
pandangan yang dilakukan penelitian Masdiantini (2016) bahwa untuk mewujudkan
4good governance, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pemerintah maka, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan). Di
samping itu, penelitian Noviandra (2016) menegaskan “pemerintah tidak hanya
mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk
mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapainya”.
Pemerintah Kabupaten Enrekang membutuhkan bantuan dan kerjasama
BPKP, dimana mereka melakukan sosialisasi implementasi SPIP (sistem
pengendalian internal pemerintah) dalam penyusunan laporan keuangan dan aset
daerah bagi pimpinan SKPD lingkup Enrekang. SPIP yang diselenggarakan dipusat
dan daerah harus ditingkatkan maturitasnya secara menyeluruh dan terintegrasi
dengan kegiatan operasional pemerintah pusat/daerah. Bupati Enrekang menegaskan
bahwa pengelolaan laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik. Namun,
masih banyak kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi pemberian opini dari
BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Enrekang.
Di Kabupaten Enrekang sistem pengendaliannya sangat kurang sehingga
Enrekang harus menerima predikat atau nilai paling terbawah di aspek pengelolaan
uang rakyat, yakni disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Mengenai
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang bahwa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) telah diperintahkan untuk segera melengkapi kekurangan yang ada
dan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD-nya. Melihat berbagai
permasalahan diatas maka pemerintah wajib melakukan perbaikan kualitas manusia.
5Dalam melaksanakan perbaikan terebut maka perlu dibiayai oleh APBD.  Pandangan
yang dilakukan oleh Siregar (2017) mengemukakan bahwa sumber dana yang dapat
digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber-sumber keuangan daerah tersebut kemudian
harus dialokasikan untuk pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan
manusia.Pengalokasian tersebut dibelanjakan melalui Belanja Modal.
Dalam jurnal Sugiarti (2014) menyatakan “timbulnya kecurangan didaerah
salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan”. Disamping itu pernyataan tersebut
dilengkapi oleh Syarifuddin (2014) yang menjelaskan bahwa sistem pengawasan
terdiri atas pengawasan internal, yaitu pengawasan oleh aparat melalui pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh
masyarakat dan lembaga pengawasan konstitusional, yaitu Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan DPR. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil
judul “intergovernmental revenue, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem
pengendalian internal sebagai variabel moderasi (studi empiris pada
pemerintahan Kabupaten Enrekang)”.
B. Rumusan Masalah
Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan
penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan
6adalah penganggaran. Anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan perubahan
prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan
dan pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Maka dari itu, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan?
2. Apakah ketepatan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi Intergovernmental
Revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
5. Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi ketepatan sasaran
anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
6. Apakah sistem pengendalian dapat memoderasi dan sistem pelaporan
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
C. Pengembangan Hipotesis
1. Intergovernmental Revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
Menurut Simanullang (2013) menjelaskan “Intergovernmental  revenue
adalah  pendapatan  yang  diterima  pemerintah daerah  yang  berasal dari  sumber
eksternal  dan  tidak  memerlukan  adanya pembayaran kembali atau biasa disebut
7dengan dana perimbangan”. Masih dalam penelitian yang dilakukan oleh
Simanullang (2013) juga menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan hasil
kebijakan di bidang  desentralisasi  fiskal antara pusat dan daerah, misalnya Dana
Bagi  Hasil (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus
(DAK). Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan good governance,
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah,
maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Selain itu penelitian
yang dilakukan oleh Mulyani (2017) menjelaskan bahwa “pemerintah daerah
meningkatkan kinerja dalam pertanggungjawaban keuangan karena sumber
keuangannya berasal dari pihak eksternal”. semakin  besar  dana  perimbangan
maka pengawasan  dari  pemerintah  pusat akan semakin  ketat.
Berdasarkan hasil pengujian yang ditemukan oleh Masdiantini (2016) bahwa
variabel intergovernmental revenue tidak berpengaruh pada kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh
Azis (2014) yaitu dana perimbangan secara persial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Bone Bolanga,
hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2017) bahwa
intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan artinya intergovermental revenue yang semakin besar maka rasio
yang dihasilkan semakin rendah.
8Beberapa penelitian terdahulu mengenai intergovernmental revenue atau
tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dilakukan oleh Utomo (2015) dan
Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Utomo (2015) mengungkapkan bahwa tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja
pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini mendukung hasil penelitian Suryaningsih
dan Sisdyani (2016) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah.Semakin besar proporsi
Intergovernmental Revenue dalam suatu pemerintah daerah maka semakin buruk
kinerja keuangannya. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :
H1: Intergovernmental Revenue berpengaruh negatifdan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan
2. Ketepatan sasaran angaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
Menurut Dewi Astari, (2015) “Akuntabilitas kinerja adalah
pertanggungjawaban kinerja pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah
dan masyarakat luas”. Hal ini berdampak pada elemen pendukung untuk
akuntabilitas ketepatan sasaran anggaran. Sedangkan penelitiang yang dilakukan oleh
Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam suatu
pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui
kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan
perkembangan masyarakat.
Kemudian hasil penelitian yang dilontarkan Dewi (2015) bahwa ketepatan
anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif dan
9signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Adanya kejelasan sasaran anggaran
secara spesifik akan memepermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk
melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dansasaran yang telah di
tetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin baik ketepatan anggaran
dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :
H2: Ketetapan sasaran angaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan
3. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan
melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu
dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah selaku pengelolaan dana public harus
mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan,
tepat waktu, konsisten fan dapat dipercaya. Undang-undang nomor 17 tahun 2003
tentang keuangan Negara, menjelaskan bahwa laporan keuangan meliputi realisasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Pemerintah daerah dituntut memiliki sistem akuntansi yang andal.
Jika informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah lemah, maka kualitas
akuntansi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang
berkepentingan termasuk dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian
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Kusumaningrum (2010) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal
tersebut. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :
H3: Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan.
4. Intergovernmental Revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
dengan sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi.
Intergovermental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah
daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran
kembali. Dalam penelitian Sesotyaningtyas (2012) Intergovermental revenue tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa.
Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tersebut belum dapat
menggunakan dan dari pemerintah pusat dengan baik. Terlihat dari besarnya jumlah
belanja pegawai tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan
pemerintah daerah Kabupaten/kota.
Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaanya oleh
pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka
pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat
pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya.
Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuanganya karena sumber keuanganya
berasal dari pihak eksternal. semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari
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pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan pemerintah daerah akan
semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian,
semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah
semakin baik.
Hal ini, menunjukan semakin besar dana perimbangan maka akan semakin
tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang
semakin tinggi, mengidentifikasikan kinerja yang buruk. Seperti hasil penelitian yang
dilakukan oleh Mulyadi (2017) bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh
negatif signifikan terhadap kinerja keuanganpada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa
Tengah periode 2012-2015. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini
adalah :
H4 : sistem pengendalian internal memoderasi Intergovernmental Revenue
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
5. Ketetapan sasaran angaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
dengan sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi
Penelitian yang dilakukan Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan
sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat
diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada
sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Seperti yang dijelaskan
Kaltsum  (Ramandei, 2013) bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat memperngaruhi
sistem pengendalian intern dimana sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan
dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan
12
mengontrol biaya sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang mengarah
kepada tujuan organisasi dan meningkatkan sistem pengendalian intern. sistem
pengendalian intern yang baik juga dapat mengatasi tingkat kecurangan (fraud) dari
karyawan serta diharapkan sistem pengendalian intern dapat mengendalikan proses
penganggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang telah ditetapkan.
Penelitian Dewi (2015) menjelaskan pengendalian yang dilakukan harus
efektif dan efesien agar peningkatan pencapaian kendali manajerial pada setiap
bagian yang terdapat disetiap dinas dan badan dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja SKPD Kota Denpasar. Seperti yang sudah disjelaskan bahwa semakin baik
ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada
penelitian ini adalah :
H5 : sistem pengendalian internal memoderasi ketetapan sasaran anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
6. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan
sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi
Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan
melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu
dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat
memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan
anggaran yang telah ditetapkan. Buruknya kinerja akuntabilitas karena banyaknya
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dana yang tidak terserap dan belum lagi banyaknya PEMDA yang kemudian
menyimpan dananya daripada untuk merealisasikannya bagi masyarakat.
Menurut Anjarwati (2012) Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas
suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat
membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi
dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Semakin efektif pengendalian
internal dalam organisasi maka semakin efektif dan akurat sistem pelaporan yang ada
pada pemerintahan. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :
H6: sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Variabel Independen
a. Intergovernmental Revenue (X1)
Intergovermental Revenue atau biasa dikenal dengan dana perimbangan
merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
penyelenggaraan pemerintah. Di samping itu, Mulyani (2017) menjelaskan bahwa
dana perimbangan sesuai UU No.32/2004 dan UUNo.33/2004 terdiri dari Dana
alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Maka pada penelitian ini Intergovernmental Revenue diukur dengan rumussebagai
berikut : Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana
Alokasi Khusus. Kemudian pandangan yang dilakuka oleh Mustikarini (2012)
melontarkan bahwa intergovermental revenue atau tingkat ketergantungan dengan
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pemerintah pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan
dengan total pendapatan.
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, dkk (2015) bahwa
DAU, DAK dan DBH masing-masing mempunyai indikator diantaranya :
1. Besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat.
2. Besarnya jumlah DAK yang diberikan pemerintah pusat.
3. Besarnya jumlah DBH yang diberikan pemerintah pusat.
b. Ketepatan Sasaran Anggaran (X2)
Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa “anggaran
merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang
efektif dalam organisasi.” Menurut Samuel (Locke dan Latham 2008), menyatakan
bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Indikator pengukuran
dalam ketepatan sasaran anggaran yaitu adanya tujuan, kinerja, standar, jangka
waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi.
c. Sistem Pelaporan
Sistem pelaporan merupakan refleksi untuk mempresentasikan dan
melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu
dipertanggungjawabkan. Adapun indikator yang digunakan dalam sistem pelaporan
keuangan sesuai penelitian yang di lakukan oleh Herawaty (2011)  sebagai berikut :
1) Penyebab terjadinya penyimpangan
2) Tindakan yang di ambil
3) Lamanya waktu koreksi.
d. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
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Menurut Mardiasmo (2002) Kewajiban pihak pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut Adapun indikator penting yang harus di gunakan dalam mempertanggung






e. Sistem Pengendalian Intern
Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman
penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu
mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia,
kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi
serta dilakukan secara komperhensif. Menurut Murtanto (2005:26), terdapat lima
komponen di dalampengendalian internal, yaitu: lingkungan hidup, penilaian resiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian
internal.
E. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini tentang pengaruh intergovermental revenue, ketepatan sasaran
anggran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan
16
sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi. Berdasarkan penelitian terdahulu
ada beberapa penelitian dimana dari hasil penelitian itu berbeda-beda, untuk lebih
jelasnya maka peneliti merangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut :
Tabel 1.1
Penelitian terdahulu
NO Nama Judul Metode Hasil



















Penelitian ini tediri 6 vari-
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk :
a. Untuk mengetahui pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan.
b. Untuk mengetahui pengaruh ketepat sasaran anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan.
c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan.
d. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern dapat memoderasi
Intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan.
e. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern dapat memoderasi ketepatan
sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
f. Untuk mengetahui sistem pengendalian dapat memoderasi dan sistem pelaporan
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoretis
Penelitian ini terfokus pada akuntabilitas kinerja keuangan pemrintah daerah
Kabupaten Enrekang. Kemudian ditinjau dengan menggunakan menggunakan teori
stewardship yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Raharjo
(Donaldson dan Davis, 2007) menyatakan bahwa teori stewardship merupakan teori
yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-
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tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk
kepentingan organisasi. Di harapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori
stewardship dalam penerapannya yang mengarah kepada perilaku eksekutor yang
lebih mementingkan tujuan organisasi dengan mengesampingkan tujuan pribadi.
Juga juga diharapkan dapat mengembangkan teori kepatuhan dimana aparat
pemerintah daerah Kabupaten Enrekang harus mampu mematuhi peraturan
pemerintahan yang ada terutama dalam pengelolaan keuangan.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memerikan pemahaman yang jelas untuk
pihak-puhak yang berkepentingan terutama bagi pemerihan Kabupaten Enrekang,
sehingga dapat dijadikan masukan serta evaluasi penyelanggaraan pemerintahan
dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan yang jujur,adil dan





Menurut Zoelisty (2014) menjelaskan bahwa teori stewardship dapat
diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi
pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit
lainnya (Vargas,2004;Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal
perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals.
Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada
organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-
fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan
menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital
suppliers atau principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber
daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap.
Stewardship Theory berangkat dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen
yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. Penelitian yang dilakukan
Anto (2010) menjelaskan bahwa Stewardship Theory difokuskan pada harmonisasi
antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai
tujuan bersama. Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan
Davis.
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Menurut Raharjo, (Donaldson dan Davis 2007) mengatakan bahwa :
“Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para
manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan
kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga
teori stewardship mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah
dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak
sesuai keinginan principal. Selain itu, perilaku steward tidak akan
meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran
organisasinya”.
Teori ini banyak didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi, dimana para
manajer dimotivasi untuk berbuat dan berperilaku secara kolektif untuk kepentingan
organisasi. Sehingga, kerjasama seluruh anggota organisasi merupakan ciri utama
dari stewardship. Selain itu Choirudin (Riyadi, 2017) menjelaskan “teori ini didesain
bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perbankan
sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai
prinsipnya”. Menurut Natlya (2016) dengan pandangan yang berbeda
mengemukakan bahwa Teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai
sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak
dengan tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori
stewardship memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk
bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal maupun organisasi.
Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini dimana ada hubungan
timbal balik antara aparat pemerintah dan masyarakat. Dimana kepentingan
Pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang yaitu merealisasikan visi dan misi yang
telah dijanjikan kepada masyaraktnya dan menyampingkan urusan pribadinya.
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Sedangkan kepentingan pemangku kepentingan adalah kebutuhan riil akan sarana
dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kedua kepentingan tersebut dipertermukan sehingga
menjadi rumusan komitmen yang disepakati sebagi amanah dan tanggungjawab
bersama dalam membangun daerah Kabupaten Enrekang.
B. Teori Kepatuhan
Yuliansyah (Sulistyo, 2017) menjelaskan bahwa teori kepatuhan dapat
mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. ini seperti
perusahaan atau instansi yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan
secara tepat waktu karena suatu kewajiban perusahaan atau instansi untuk
menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para
pengguna laporan keuangan.
Rachmawi (2016) menjelaskan bahwa seorang individu cenderung mematuhi
hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal
mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment
through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai
suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative-
commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan karena otoritas
penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dalam hal ini,
pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan amanah rakyat memiliki
keharusan untuk melaporkan pertanggung jawabannya atas keuangan dan
operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini berarti pemerintah
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mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundangundangan Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Berdasarkan defenisi diatas tentang kepatuhan maka kepatuhan yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang dalam mempertanggungjawabkan amanah
yang telah diberikan oleh rakyat. Pandangan yang dilakukan oleh Pamnugkas (2012)
menjelaskan bahwa aparat pemerintah daerah harus menyampaikan serta
mempertanggungjawabkan kegiatan Pengelolaan Keuangan berdasarkan undang –
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban
keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan Negara maupun keuangan
Daerah dan peraturan perundangan Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999
tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu
uapaya pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab.
C. Intergovernmental Revenue (IR)
Menurut penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menyatakan
“Intergovernmental  revenue adalah pendapatan yang  diterima pemerintah  daerah
yang  berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran
kembali”. Disisi lain Simanullang (2013) berpendapat bahwa Intergovernmental
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revenue biasa dikenal sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus
(DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam
mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber
pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi
kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Mulyani (2017) menjelaskan bahwa pemberian dana  perimbangan  ini  akan
dipantau penggunaanya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana
perimbangan maka pengawasan dari pemerintah  pusat  semakin  ketat  sehingga
diharapkan  akan membuat  pemerintah  daerah  akan  semakin  berhati-hati  dalam
pelaksanaan program  kerjanya.  Hal  ini  akan  mendorong  pemerintah  daerah
untuk meningkatkan  kinerjanya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan
keuangannya  karena  sumber  keuangannya  berasal  dari pihak  ekstenal.  Dengan
demikian,  semakin  besar  dana  perimbangan  akan  membuat  kinerja  keuangan.
Kemudian Armaja (Cahyat, 2015) mempunyai pandangan bahwa dengan
adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus
lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan
daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat
dengan membentuk Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) yang
melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal danBadan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal.
25
1. Dana Alokasi Umum
Suryaningsih (2016) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan dengan pusat
dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum
bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dan mengurangi
ketimpangan keuangan daerah yang harus ditetapkan pemrintah sekurang-kurangnya
26% dari pendapatan Negeri Netto. Cara perhitungan DAU atas dasar Alokasi
berdasarkan jumlah gaji pegawai daerah yang bersangkutan meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian
pegawai Negara Sipil termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak
Penghasilan (PPh Pasal 21).
2. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di
daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan
pembangunan Daerah. untuk menetapkan Daerah yang mendapatkan alokasi DAK,
maka pemerintah menetapkan kriteria yang meliputi kriteria umum, khusus dan
teknis.
a. Kriteria umum berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dari penerimaan umum
APBD setelah di kurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang di
perhitungkan melalui Indeks Fiskal Netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum
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merupakan Indeks Fiskal Netto (Pasal 55 PP No. 78 tahun 2007 tentang dana
perimbangan).
b. kriteria khusus di tetepkan untuk memperhatikan perundang-undangan yang
mengatur kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah yaitu, daerah pesisir
dan kepulauan, daerah perbatasan dengan Ngara lain, darah tertinggi/terpencil,
daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk daerah
ketahanan pangan.
c. Kriteri teknis. Untuk kriteria teknis meliputi standar kualitas/kuantitas kontruksi,
serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam
perhitungan teknis. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator
kegiatan khusus yang akan di dana dari DAK yang di rumuskan melalui indeks
teknis oleh mentri teknis terkait yang disampaikan kepada mentri keuangan (Pasal
57 PP No. 55 Tahun 2005).
3. Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di
bagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase yang telah di tetapkan
dalam UU No.3 Tahun 2004. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Sektor pajak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal
29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pasal 21. Dan DBH dari sektor
alam berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan,pertambangan
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minyak bumi, pertambangan gas umum dan pertambangan panas bumi sesuai dalam
PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
D. Ketepatan Sasaran Anggaran
Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam sistem
pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui
kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan
perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah
akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka
hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (output) organisasi yang sesuai
dengan tujuan organisasi.
McPhee (2008) mengemukakan bahwa ”secara umum, ketepatan anggaran
berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai target anggaran”.
Disamping itu, Pangumbalerang (2014) juga mengatakan “Karakteristik anggaran
salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran”. Adanya sasaran anggaran yang
jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran sesuai
sasaran yang ingin dicapai organisasi tersebut. Kemudian Mulyadi (2001:489) juga
melontarkan pendapat bahwa salah satu karakteristik anggaran yaitu menganalisis
dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisih yang dihasilkan. Kemudian
pandangan yang berbeda dilakukan oleh Dewi (2015) menjelaskan bahwa
pengendalian manajerial yang terdapat pada sektor publik dapat menjadi suatu alat
untuk mempercepat dalam ketepatan hasil yang diinginkan pemerintah.
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Dalam penelitian Paramita (2016) menjelaskan bahwa penelitian tentang
kejelasan anggaran sudah banyak dilakukan, sementara penelitian tentang ketepatan
sasaran anggaran masih sedikit dilakukan. Penelitian oleh Astari (2015) menemukan
bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
SKPD. Anjarwati (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kegiatan sektor
publik saat ini merupakan kegiatan yang memiliki perhatian serius dalam
masyarakat.
Naipospos (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan
sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar
anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas
pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu
aparat pelaksana anggaran dalam realisasinya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan
menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja.
Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai
kinerja yang diharapkan. Sedangkan Menurut penelitian Emilia (2013) dalam
optimalisasi penganggaran dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaannya. Anggaran
yang tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuainya kegunaan dari
anggaran yang semula direncanakan.Anggaran merupakan alat terpenting bagi
pemerintah untuk mengerahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
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Seperti yang di bahas di atas bahwa ketetapan sasaran anggaran belum
banyak yang meneliti di bandingkan dengan kejelasan sasaran anggaran. Dapat di
simpulkan bahwa ketepatan dan kejelasan sasaran aggaran saling berkaitan dan tidak
dapat dipisahkan karena untuk mengetahui apakah sasaran itu tepat maka harus jelas
arah dan tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Seperti yang diungkapkan
Naipospos (Kenis, 2015) bahwa adanya kejelasan sasaran anggaran secara spesifik
akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang
terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan ketepatan anggaran
pendapatan dan belanja di SKPD.
E. Sistem Pelaporan
Sistem pelaporan merupakan refleksi untuk mempresentasikan dan
melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu
dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat
memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan
anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan
informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan
keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (2000) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang
disusun secara jujur, obyektif, dan transparan.
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Menurut Wahyuni (2014) Laporan umpan balik (feedback) diperlukan untuk
mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja
dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan
suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan
rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Sedangkan peneliti
Suhaesti (2016) menyatakan bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk memantau
hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Pernyataan ini diukur dengan
menggunakantiga indikator variabel, yaitu penyebab terjadinyapenyimpangan,
tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi.
Peneliti Zakiyudin (2015) mengemukakan “sistem pelaporan merupakan
sistem akuntansi yang dipola sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian/sub
bagian dalam organisasi, maka sistem ini didesain untuk menyediakan informasi
keuangan secara terpisah”. Laporan yang digunakan untuk membandingkan kinerja
keuangan akhir dengan yang dianggarkan, serta mendukung pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, politik. Selain itu,  juga menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil
operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan
yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuanlain, dan membantu dalam
mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.
F. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Pemerintah daerah selaku pengelolaan dan publik harus mampu menyediakan
informasi keuangan yang di perlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten
dan dapat di percaya. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
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Negara, menjelaskan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan yang di lampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Dalam jurnal
Armaja (2015) sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa “kinerja adalah suatu keluaran atau
hasil dari kegiatan atau program yang hendaktelah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Di samping itu
Mulyani (2017) menjelaskan kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan
anggaran yang telah dibuat,yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau
perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja
non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan,kepuasan pelanggan
dan sebagainya.
Riawan (2016) mengatakan bahwa Kinerja keuangan daerah adalah gambaran
tingkat pencapaian dari hasil kerja yang telah dilakukan dibidang keuangan daerah
dengan menggunakan indikator yang telah diatur dalam perundang-undangan selama
satu periode anggaranguna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan
kepada masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerahnya.
Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa Value for money merupakan inti
pengukuran kinerja keuangan pada unit-unit kerja pemerintah, dimana indikator
value for money sebaikanya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai
ekonomis, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan.
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Penelitian yang dilakukan Herawaty (2011) mengemukakan “Instansi
pemerintah berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan
menyampaikan laporannya”. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara
fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-
masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat
kerja yang di capainya.
Santoso (Ledvina, 2008) menyatakan “akuntabilitas kinerja merupakan suatu
evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada
pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan
kewenangannya”. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi
pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah,
perlumelakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh.
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5) Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pernerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan
tekuik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang tanggungjawab seorang akuntan yang
terdapat didalam Q.S Al-Zalzalah (99:7-8) yang berbunyi :
                     
Terjemahnya :
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia
akan melihat (balasan) nya juga.(Departemen Agama. 2012: 599).
Dalam penyusunan laporan keuangan akuntan juga dituntut untuk memiliki
karakter yang baik, jujur, adil dan dapat dipercaya, seperti dalam Al-Qur’an  Q.S An-
Nisaa (4: 135) yang berbunyi :
                           
                       
            
Terjemahnya :
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu
bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan”. (Departemen Agama.2012: 100).
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Ayat diatas menjelaskan mengenai pentingya sikap kejujuran dalam bertindak
maupun bekerja. Sehingga sektor pemerintahan harus melaksanakan
pertanggungjawaban secara politik dan tetap berpegang teguh pada syariat islam
yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Zeyn (2011) bahwa aspek akuntabilitas
keuangan yang paling penting dan tetap berpegang teguh pada syariat islam yang
ada. Aspek akuntabilitas keuangan yang paling penting adalah apakah dana publik
yang dibelanjakan sesuai dengan kesepakatan dengan dewan perwakilan atau
lembaga legislatif. Salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial
(keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembagapublik untuk membuat laporan
keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.
Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja sangat penting dalam sebuah
organisasi  baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena
perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya
terciptanya good governance. Pandangan yang kemukakan Whardana (2015) bahwa
rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini
disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktekfraud
yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah salah satunya adalah Korupsi di instansi
Pemerintahan. Semakin baik akuntabilitas kinerja keuangan pada sebuah organisasi
maka fraud yang terjadi dapat diminimalisir selain itu sistem pengendalian internal
pemerintahan harus lebih baik.
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G. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Menurut Afrida (2013) dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 mengemukakan
bahwa :
“Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh
manajamen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai
dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan
pemerintah”.
Hakim (2016) mengatakan bahwa Sistem pengendalian intern meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penelitian yang
dilakukan Indrayani (Tresnawati, 2017) menunjukan bahwa efektivitas pengendalian
intern memiliki pengaruh positif tehadap kinerja pada dinas pendapatan daerah kota
Bandung. Hal ini menunjukkan pengendalian yang dilakukan secara efektif akan
mempengaruhi kinerja yang lebih baik dari pemerintah.
Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah
proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, danketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan (Afrida,2013). Sedangkan Aldina (2016)
mejelaskan bahwa pengendalian intern  dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi
pada tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus oleh pimpinan
dan  seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya  tujuan
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organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang
dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi
menjadi dua, yaitu :
1. Pengendalian intern akuntansi
Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga
kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh,
adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Pengendalian administratif
Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari
penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.
Aren (2008) mengatakan bahwa ada beberapa komponen dalam Pengendalian
Internal pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut :
a) Lingkungan Pengendalian. Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang
mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan
pemilik dari suatu entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal
dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.
b) Penilaian Risiko. Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan
manajemen untuk mengidentifikasikan dan menganalisis risiko-risiko yang
relevan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.
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c) Aktivitas Pengendalian, Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang
termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa
tindakan.
Penelitian Tresnawati (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern
berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di dinas  pendapatan daerah.
Penelitian Yosefrinaldi (2011) menyimpulkan bahwa kepastian sumber daya manusia
dan pemanfaatan teknologi informasi bepengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dengan variabel intervening sistem
pengendalian intern pemerintah.
Sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 59 yang berbunyi :
                    
                     
  
Terjemahan:
“Wahai orag-orang yang briman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.Kemudian,
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada
Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
akibatnya”.
Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah disini sebagai pembuat kebijakan
dan peraturan. Maka semua intansi terutama pemerintah daerah yang ada di
Kabupaten Enrekang harus patuh terhadap aturan dan kebijakan dalam pembuatan
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
38
berlaku di Indonesia. Dan jika dalam suatu organisasi berbeda pendapat maka harus
diselesaikan secara bermusyawarah.
Syarifuddin (2014) sesuai Permendagri No. 4 Tahun 2008 mengemukakan
bahwa bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan
SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah
daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam
rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.
H. Kerangka Konseptual
Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini
akan mengetahui Intergovernmental Revenue (X1), Ketetapan Sasaran Anggaran
(X2), dan Sistem Pelaporan(x3) apakah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Keuangan (Y) dengan Sistem Pengendalian Internalsebagai variabel Pemoderasi
yang akan memperkuat atau memperlemah variabel Independen. Adapun Kerangka
Pikir dalam penelitian ini menunjukkan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis
























A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu
skala numerik ( Angka ). Dalam penelitian kuantitatif data yang akan didapat jelas
dan dirinci dengan baik sesuai dengan kenyataannya artinya kebenarannya sudah
diuji. Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada
penelitian kausatif. Menurut Yosefrinaldi (Sugiyon, 2013) “Penelitian kausatif
berguna untuk menganalisis pengaruh antara variabel dan mengetahui seberapa jauh
variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen”. Dalam hal ini melihat seberapa
besar pengaruh intergovermental revenue, ketetapan sasaran anggaran, dan sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan melalui sistem pengendalian
internal.
2. Lokasi penelitian
Penelitian yang saya lakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Enrekang.
B. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif. Pandangan yang ungkapkan oleh Indrayanto dan Supomo
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(2013) bahwa “Pendekatan deskriptif adalah yang menggambarkan masalah-masalah
berupa fakta-fakta dari suatu populasi”. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji
hipotesis atau jawaban pernyataan yang diajukan kepada subyek penelitian. Tipe
penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau
organisasional), kejadian ata uprosedur
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah suatu wilayah terdiri dari subjek atau objek yang mempuyai
kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang saya angkat dalam penelitian ini
adalah aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Enrekang yang terdiri dari
dinas-dinas, kantor dan badan. Terdapat 20 dinas, 12 kantor, dan 6 badan. Dengan
metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. purposive sampling
atau metode untuk menentukan sampel dengan kriteria tertentu.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili dari populasi
penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling, sampel ditentukan dengan pertimbangan ataupun dengan kriteria tertentu.
Adapun kriteria dalam pengambilan sampel penelitian yaitu :
a. Dinas – dinas yang terdaftar dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).






5) Dinas Pekerjaan umum
6) Dinas lingkungan hidup
7) Dinas Ketahanan Pangan
8) Dinas Peternakan dan perikanan
9) Dinas pendidikan dan kebudayaan
10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11) Dinas Perindustrian dan perdagangan
12) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
14) Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
15) Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja dan Transmigrasi
16) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17) Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Penata Ruang
18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Sampel yang diambil 75 responden yang berkaitan dengan proses penyusunan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Responden dalam penelitian ini
adalah pejabat atau staf yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan,
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pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu
kepala sub bagian keuangan, kebendaharaan dan staf akuntansi/keuangan.
Pemilihan dinas ini dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan
satuan kerja pemerintah yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan
dan melaporkan keuangan atau sebagai pelaksanaan keuangan dari pemerintah
daerah yang cakupan kerjanya lebih luas daripada badan dan lembaga teknis dinas
serta merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat,
sehingga dianggap mampu mewakili untuk menggambarkan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran dari setiap SKPD. Dan menggambarkan ketepatan sasaran
anggaran, pelaporan yang akurat serta pertanggungjawabannya dalam setiap kinerja
yang dilaksanakan.
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek.
Dalam penelitian yang dilakukan Indriantoro dan Supomo (2013) menjelaskan
bahwa “data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa sikap, opini,
pengalaman atau perilaku dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi
subjek panelitian (responden)”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Responden adalah orang
yang merespon atau menjawab pernyataan yang diberikan peneliti, baik pertanyaan
tertulis ataupun lisan.
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E. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini mengungkapkan fakta yang diperoleh dari jawaban responden
berupa kuesioner berbentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan
sebelumnya. Kuesioner tersebut sudah disediakan pilihan jawaban dalam setiap
kolom sehingga responden tinggal mengisi sesuai petunjuk yang berikan. Kuesioner
merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan
informasi dari responden dalam laporan anggaran atas kinerja tentang pribadinya,
atau hal-hal yang diketahuinya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
Keusioner dibagikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang
sebenarnya dengan mendatangi tempat responden (pegawai) di SKPD Kabupaten
Enrekang. Dan pengambilan kuesioner diambil secara langsung oleh peneliti sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
F. Instrumen Penelitian
Intrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang berupa pedoman
observasi, di uji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku subjek sampel yang
komparabel dan prosedur yang tersandar sebelum digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian yang sesungguhnya instrumen yang di pakai dalam penelitian ini
adalah angket (kuesioner). Kuesioner ini berisi draf pertanyaan dan responden
diminta memilih salah satu jawaban yang tersedia. Kuesioner atau angket mengacu
pada variabel bebas(Intergovernmental Revenue atau Dana Perimbangan, Ketepatan
Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pelaporan) dan variabel yang terikat (Akuntabilitas
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Kinerja Keuangan) yang menggunakan skala sikap model likert. Skala yang
digunakan terdiri dari 5 rincian yaitu :
1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat
Setuju
Sedangkan kuesioner atau angket mengacu pada variabel moderasi (Sistem
Pengendalian Intern ) yang menggunakan skala dikotomi dengan jawaban : Tidak = 0
dan Ya = 1
G. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kuantitatif yang merupakan suatu analisa yang diperoleh dari pernyataan dan sudah
diolah dalam benyuk angka-angka sedangkan pembahasannya dengan melalui
perhitungan statistik. Tahap pertama yaitu sesudah responden mengisi kuesioner
yang di bagikan maka di lakukan berbagai proses sebelum data di olah dalam
statistik. Kemudian pemberian nilai atau skor dalam penelitian ini dengan
menggunakan skala likert, yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor.
Skala ini digunakan untuk melihat seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju
dengan pertanyaan yang di ajukan dalam skala 5 poin, yaitu : Nilai 1 = Sangat tidak
setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = setuju (S), 5 = sangat setuju
(SS). Tahap selanjutnya setelah kuesioner tersebut atau data yang di peroleh dan siap
untuk diolah dalam statistik. Data diolah dengan bantuan program SPSS 21.0.
Pada penelitian ini menggunakan uji pilot test dengan menguji validitas dan
reliabiitas pada kuesioner yang akan dibagikan ke responden asli yaitu pegawai
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SKPD kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kecil
sebanyak 35 responden yang dibagikan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Jika suatu item pernyataan tidak lolos
pengujian ini maka, item tersebut dihapus atau diperbaiki struktur dan maksud
kalimatnya. Pilot test ini dilakukan sampai semua indikator lolos pengujian validitas
dan reliabilitas. Setelah lolos maka pernyataan dari setiap indikator dapat di bagikan
langsung ke responden asli. Dimana N=35-2= 33 adalah 0,282. Pada pengujian pilot
test semua variabel diatas r tabel yaitu > 0,282dengan tingkat sig. < dari 0,05. Maka
semuanya dikatan valid. Begitupn dengan uji reliabilitas semuanya > 0,60 sehingga
pernyataan tersebut dikatan andal dan adapt dilanjutkan
1. Analisis Data Deskriptif
Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel yang
diteliti. Uji statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-
rata (mean) dan standar deviasi dari penelitian tersebut. Statistik deskriptif ini
digunakan untuk memberikan gambaran mengenai usia, latar belakang pendidikan,
masa kerja, jenis kelamin dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan
kuesioner.
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Menurut Sekaran (2011) Uji validasi adalah “suatu taraf dimana alat
pengukur dapat mengukur apa-apa yang seharusnya di ukur serta menguji seberapa
baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur”.
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Kuesioner merupakan salah satu alat yang di gunakan dalam pengumpulan data
sebagai instrumen penting yang harus di lakukan pengujian terlebih dahulu. Uji
validasi di lakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total
masing – masing variabel. Pengujian validitas menggunakan Pearson Correlation
yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-
pertanyaan. Apabila Nilai r hitung lebih dari (≥) r tabel maka instrumen atau
kuesioner yang di gunakan di nyatakan  valid dan sebaliknya.
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel. Reliability atau keandalan menguji seberapa konsisten suatu
instrumen pengukuran mengukur apa pun konsep yang diukurnya (Sekaran,
2011:39). Suatu variabel dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik
pengujian reabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil
perhitungan menunjukkan reliabel bila koefisien alphanya (a) lebih besar dari 0,600
artinya kuesioner dapat di percaya dan dapat di gunakan untuk penelitian.
3. Uji Asumsi Klasik
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang
diperoleh tidak bias langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi
harus di uji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik yang mencakup
hal sebagai berikut :
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a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi  variabel
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati
normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau
tidak yaitu dengan analisis grafik.
Menurut Ghazali (2013) analisis grafik dapat dilakukan dengan :
a) Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi
dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan
b) Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus
diagonal, dan residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika
distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Cara lain adalah dengan one-simple Kolmogorov-smirnov. Dasar
pengambilan keputusan dari one-simple Kolmogorov-smirnov sesuai penelitian yang
dilakukan Ghazali (2013) adalah :
1) Jika hasil one-simple Kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikan
0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut
memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika hasil one-simple Kolmogorov-smirnov dibawah tingkat signifikan
0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi
tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinearitas
Ghazali (2013) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk
apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika
variabel  independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
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Variabel ortogonal adalah variabel independen sama atau nol. Multikolinearitas
dapat dilihat dari (1) Nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). Jika
VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas (independent variable) terjadi
persoalan multikolinearitas dan sebiliknya bila VIF kurang dari 10, maka antar
variabel bebas (independent variable) tidak terjadi persoalan multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan
varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang
lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas kerena
data cross section mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Menurut
pandangan yang dilakukan oleh Ghozali (2013) Adapun cara untuk mendeteksi ada
atau tidaknya  heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode grafik yaitu dengan grafik Scatterplot. Apabila dari grafik tersebut
menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, baik di atas maupun di
bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi




a. Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variable independen terhadap variable
dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis
regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variable bebas
terhadap satu variable tergantung, baik secara persial maupun simultan.
Rumus untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable
dependen yaitu : Y=  +1X1+ 2X2 + 3X3 + e
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan
= konstanta
X1 = intergovernmental revenue
X2 = Ketepatan Sasaran Anggaran
X3 = Ssitem Pelaporan
1-3 = koefisien regresi berganda
e = error term
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
Menurut Ghazali (Frucot dan Shaeron, 2013) menyatakan bahwa model
regresi ini agak berbeda dalam menguji pengaruh moderasi dengan model nilai
selisih mutlak dari variable independen. Masih dalam penelitian yang dilakukan
Ghozali (2013) mengungkapkan bahwa interaksi ini lebih disukai oleh karena
ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2
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berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variable intergovernmental
revenue, ketepatan sasaran anggaran dan system pelaporan berasosiasi dengan skor
rendah system pengendalian internal (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai
absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel
intergovemental revenue, ketepatan sasaran anggaran dan system pelaporan
berasosiasi dengan skor tinggi dari system pengendalian internal (skor rendah).
Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan.
Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan
dengan persamaan regresi sebagai berikut :
Y = + 1ZX1+    2ZX2  + 3ZX3 +    4ZM+     5|ZX1-ZM| +   6|ZX2-
ZM|+  7|ZX3-ZM| +  e
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan
ZX1 = Standardize intergovemental revenue
ZX2 =  Standardize ketepatan sasaran anggaran
ZX3 =  Standardize Sistem Pelaporan
ZM =  Standardize Sistem Pengendalian Internal
|ZX1-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolute
perbedaan antara ZX1 dan ZM
|ZX2-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolute
perbedaan antara ZX2 dan ZM
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|ZX2-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolute
perbedaan antara ZX2 dan ZM
a = konstan
= koefisienregresi
e = eror term
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji keofisien determinasi dan uji regresi
secara persial (t-test) :
1) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R2) yang kecil berarti
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat
terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen.
2) Uji Regresi secara simultan
Uji F dilakukan dengan menguji pengaruh dari variabel-variabel bebas secara
bersama – sama terhadap variable terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat
diukur dengan syarat :
a. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yaitu : pertama jika t hitung > dari t
table maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kemudian yang kedua jika t
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hitung < dari t table maka hipotesis ditolak. Artinya independen secara bersama-
sama tidak mempengaruhi variable dependen secara signifikan.
b. Melihat Probabilities Value
Ini dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas dengan 0,05 yaitu jika
probabilitas > 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak. Dan jika probabilitas <0,05
maka hipotesis tersebut diterima.
3) Uji Regresi Persial
Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara persial guna menunjukkan
pengaruh tiap variabel independen terhadap variable depnden. Uji statistik t untuk
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual
dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai
probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil
regresi menggunakan SPSS. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau
ditolak dapat dilihat dengan membandingkan t hitung dengan t table yaitu : Jika t
hitung > t tabel maka hipotesis diterma. Artinya ada pengaruh signifikan dari
variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dan sebaliknya.
Selain itu juga dapat dilihat dengan Probabilities Value yaitu: jika
probabilitas > 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak, sebaliknya Jika probabilitas <
0,05 maka hipotesis tersebut diterima, dan jika hasil penelitian tidak sesuai dengan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Uji Pilot Test
Sebelum melakukan penelitian langsung ke responden asli. Maka peneliti
melakukan uji pilot test (uji coba kuesioner) pada semua variabel karena ada salah
satu variabel yang sebelumnya tidak menggunakan kuesioner, dan hanya
menggunakan data sekunder saja. Maka dari itu, peneliti melukan pilot test dengan
menguji validitas dan reliabiitas pada kuesioner yang akan dibagikan ke responden
asli yaitu pegawai SKPD kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan dengan cara
mengambil sampel kecil sebanyak 35 responden yang dibagikan kepada Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa semua
pernyataan pada variabel tersebut Valid. Dimana, r hitung lebih besar daripada r
tabel yaitu 0,282 dan tingkat siginifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini dapat
didukung oleh penelitian Pamungkas (2012) menjelaskan jika r hitung > r tabel
berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian
hipotesisi penelitian. Sebaliknya, bila r hitung < r tabel berarti data tersebut tidak
signifikan (tidak valid). Dan tidak diikutsertakan dalam pengujian hipotesis
penelitian. Setelah ditentukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan adalah





variabel item r hitung r tabel keterangan
Intergovermental revenue
IR1 0,908 0,282 valid
IR2 0,835 0,282 valid
IR3 0,868 0,282 valid
ketepatan sasaran anggaran
Ks1 0,438 0,282 valid
KS2 0,469 0,282 valid
Ks3 0,505 0,282 valid
Ks4 0,627 0,282 valid
Ks5 0,612 0,282 valid
Ks6 0,432 0,282 valid
Ks7 0,792 0,282 valid
Ks8 0,786 0,282 valid
Ks9 0,686 0,282 valid
Ks10 0,711 0,282 valid
Ks11 0,411 0,282 valid
Ks12 0,693 0,282 valid
Sistem Pelaporan
SP1 0,9 0,282 Valid
SP2 0,895 0,282 Valid
SP3 0,874 0,282 Valid
akuntabilitas
AK1 0,632 0,282 Valid
Ak2 0,75 0,282 Valid
AK3 0,685 0,282 Valid
AK4 0,611 0,282 Valid
AK5 0,668 0,282 Valid
AK6 0,598 0,282 Valid
Sistem Pengendalian
internal
SPI1 0,537 0,282 Valid
SPI2 0,653 0,282 Valid
SPI3 0,731 0,282 Valid
SPI4 0,693 0,282 Valid
SPI5 0,709 0,282 Valid
SPI6 0,712 0,282 Valid




NO variabel Cronbac'h Alpha Keterangan
1 Intergovermental revenue 0,838 Reliabel
2 ketepatan sasaran anggaran 0,844 Reliabel
3 Sistem Pelaporan 0,864 Reliabel
4 Akuntabilitas 0,733 Reliabel
5 Sistem Pengendalian internal 0,753 Reliabel
Sumber : Data Primer yang diolah (2018)
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2 bahwa instrument penelitian
tersebut dapat dipercaya dan handal. Yang menunjukkan bahwa koefisien Cronbac'h
Alpha lebih besar dari 0,600. Sehingga Item atau pernyataan tersebut dinyatakan
valid dan reliabilitas. Kemudian dapat digunakan untuk pengujian data lebih lanjut
ke responden aslinya yaitu pegawai pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2012) bahwa Instrumen
atau pernyataan  dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika koefisien cronbach’s
Alpha lebih besar dari 0,600 dan sebaliknya jika cronbach’s Alpha lebih kecil dari
0,60 maka intrument tersebut tidak andal/reliabel.
B. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang
Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya daerah
pinggiran gunung atau menyusur gunung. Enrekang berasal dari sebutan ENDEG
yang artinya NAIK DARI atau PANJAT. Sedangkan versi lain mengatan
bahwaENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah pengunungan.
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Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang – Undang NIT No. 44
Tahun 1960, Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi
(AFDELING) Pare-Pare yang lebih dikenal dengan nama kabupaten Pare-Pare lama
dimana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah
diantara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka
Sidenreng Rappang, Barru, Pinrang, dan Pare-Pare. Kelima gabungan darah tersebut
dari dulu dikenal dengan nama : AFDELING PAREPARE.
Terbentuknya DASWATI II ENREKANG atau Kabupaten Erekang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
Maka, sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 februari 1960 dilantiklah saudara H.
ANDI BABBA MANGOPO sebagai Bupati yang pertama di Kabupaten Enrekang.
Perda Nomor : 4,5,6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang
Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006
tentang Pembentukan 2 Kecamatan sehingga pada saat ini enrekang telah memiliki
11 (sebelas ) Kecamatan yang defenitif yaitu :
a) Kecamatan Enrekang ibukotanya Enrekang
b) Kecamatan Maiwa ibukotanya Maroangin
c) Kecamatan Anggeraja ibukotanya Cakke
d) Kecamatan Baraka ibukotanya Baraka
e) Kecamatan Alla ibukotanya Belajen
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f) Kecamatan Curio ibukotanya Curio
g) Kecamatan Bungin ibukotanya Bungin
h) Kecamatan Malua ibukotanya Malua
i) Kecamatan Cendana ibukotanya Cendana
j) Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Pasui
k) Kecamatan Masalle ibukotanya Lo’ko hasil pemekaran dari Kecamatan Alla.
Hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka diresmikan oleh Bapak Bupati
Enrekang yang dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari
2007. Dari 11 (sebelas) Kecamatan defenitif terdapat 112 (seratus dua belas ) desa /
kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 desa.
Tabel 4.3
Bupati Enrekang tahun 1960 sampai sekarang
NO Nama Bupati Periode
1 Andi Babba Mangopo 1960 – 1963
2 Muhammad Nur 1963 – 1964
3 Muhammad Cahtif Lasiny 1964 – 1965
4 Bambang Soetresna 1965 – 1969
5 Abdullah Rachman, B.A 1969 – 1971
6 Drs. Mappatoeroen Parawansa 1971 – 1973
7 Mochammad Daud 1973 – 1978
8 H. aAbdoellah Dollar, B.A 1978 – 1983
9 Muhammad Saleh Nurdin Agung 1983 – 1988
10 Meyjend. TNI H. M. Amin Syam 1988 – 1993
11 Andi Rachman 1993 – 1998
12 Drs. Andi Iqbal Mustafa 1998 – 2003
13 Ir. H. La Tinro a Tunrung 2003 – 2008
14 H. Muhammad Lody Sindangan, S.H, M.Si 2008, Pelaksana Tugas
15 Ir. La Tonro La Tunrung 2008 – 2013
16 Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd 2013– sekarang
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2. Letah Wilayah dan Geografis
Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi
Selatanyang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung.
Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian
± 3.000 meter diatas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah
timur. Sedangkan sebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan
dengan pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam
wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng
Rappang. Kabupaten Enrekang terletak antara 3º 14’36” sampai 03º 50’ 00” LS dan
119º40’53” sampai 120º 06’ 33” BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
(Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Batas-batas
daerah Kabupaten Enrekang, sebagai berikut :
a) Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
b) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang
c) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
d) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi
berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m
dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai.Secara umum keadaan
Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar
84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang, sedangkan yang datar hanya 15,04%.
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Penduduknya sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama
pada Sektor Pertanian (±65%).
3. Logo Kabupaten Enrekang
a. Lambang
Lambang Kabupaten Enrekang berbentuk perisai dengan dasar ungu bergaris
pinggir hitam dan didalamnya terdapat lukisan (keterangan gambar Lambang
Massenrempulu) :
1) Dibagian atas bintang sudut lima berwarna kuning diatas satu bidang segi
lima dasar hitam
2) Dibawah kris dan kelewang terhunus bersilang keatas, berwarna merah tua.
3) Ditengah-tengah dua gunung kehijau-hijauan, perkebunan, persawahan dan
sungai.
4) Dibawah lima cincin berantai yaitu dua ungu, satu hijau dan satu yang
memperhubungkan antara padi (kiri) dan kopi (kanan) yang asing-masing
melengkung keatas.
5) Di bagian bawah pita hitam dasarnya dengan tulisan putih
MASSENREMPULU.
b. Arti Lambang
1) Perisai dasar warna ungu melambangkan adalah diambil dari
gelaranManurung Enrekang ”LAKAMUMMU” yang berarti ungu karena
Enrekanglah mendapat kehormatan sebagai Ibu Kota dari lima Kerajaan.
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Kerajaan kecil federasi tadi ( sekarang ibukota Kabupaten Enrekang) dari
ibukota inilah mencerminkan keseluruhan MASSENREMPULU.
2) Lima Cincin Berantai melambangkan sejarah Pemerintahan
MASSENREMPULU Panca Tunggal, dulu lima Swapraja dan lima
kecamatan induk.
3) Warna-warna cincin melambangkan sejarah bahasa daerah
MASSENREMPULU yaitu tiga kecamatan bahasa Duri, satu bahasa
Enrekang dan satu bahasa Maiwa. Bahasa mana karena memang dari satu
rumpun, bias dimengerti oleh seluruh rakyat di wilayah ini.
4) Warna hitam yang terdapat pada lukisan ini melambangkan bahwa warganya
adalah sederhana di segala bidang.
5) Kris dan Klewang melambangkan pusaka nenek moyang yang dianugerahkan
Yang Maha Kuasa pada ke lima kerajaan. Kerajaan tadi dan digelar
”MANURUNG”. (tiap-tiap kerajaan tadi mempunyai gelaran tersendiri-
sendiri), juga menggambarkan kepahlawanan warganya sejak dulu kala dan
menjadi pusaka turun temurun.
4. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang
Visi pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 adalah “terwujudnya
Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju daerah agropolitan
berwawasan lingkungan”. Pernyataan ini untuk membangun kesamaan
persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama
lima tahun kedepan.
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Sedangkan Misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 –
2018 sebagai berikut:
a) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik :
b) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan
umum  (Jalan, Jembatan, Sanitasi, Air Bersih, Irigasi/Sumber Air
Pertanian, Listrik dan Telekomunikasi).
c) Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi
teknologi, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan
pelayanan pendidikan, kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.
d) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan
jaminan  rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa
Diskriminasi Laki-Laki/Perempuan.
e) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat
berbasis Agribisnis dan Agroindustri.
f) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan
Berwawasan Lingkungan.
5. Struktur Pemerintah Kabupaten Enrekang
Gambar 4.2































Pada penelitian ini data yang di peroleh dan data yang dapat diolah hanya dari
19 SKPD. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya, keterbatasan
waktu, masalah perizinan, serta responden yang sibuk karna melakukan perjalanan
dinas luar kota maupun mengikuti diklat.
C. Hasil Penelitian
1. Karakterisrtik Responden
Kuesioner yang dibagikan sebanyak 80 dengan pembagian sebagai berikut :
Tabel 4.4
Data Distribusi Kuesioner
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase
1 Kuesioner yang disebarkan 80 100 %
2 Kuesioner yang tidak kembali 3 4  %
3 Kuesioner yang kembali 77 96 %
4 Kuesioner yang cacat 2 2,5 %
5 Kuesioner yang dapat diolah 75 94 %
n sampel = 75
Respnden Rate = (75/80) x 100% = 94%
Sumber: Data primer yang diolah 2018
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 80 butir
dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 77 dan yang dapat diolah yaitu
sebanyak 75 butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 94% dari total
yang disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 3 butir atau
tingkat yang diperoleh sebesar 4%. Dari 4 kuesioner yang tidak kembai disebabkan
Instansi Vertikal
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karena pegawai instansi pemerintah daerah yang membawa pulang kuesioner
tersebut namun tidak membawanya kembali. Sedangkan kuesioner yang tidak
lengkap atau tidak dapat diolah sebesar 2,5% di karenakan kuesioner tidak diisi
sesuai dengan petunjuk yang diberikan serta data tidak lengkap sehingga dinyatakan
cacat dan tidak layak untuk diolah.
Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini,
yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih
lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:
a. Jenis Kelamin
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 20 26 %
2 Perempuan 55 74 %
Jumlah 75 100 %
Sumber : Data primer yang diolah 2018
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak
adalah responden berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 55 orang dengan 74%
dan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki 20 orang senilai 26%. Hal ini juga
menunjukkan bahwa SKPD di Kab. Enrekang didominasi oleh pegawai perempuan.
Meskipun begitu adanya kebijakan pemerintah dalam hal persamaan gender atau




Karakteristik responden berdasarkan usia
No Usia Jumlah Persentase
1 20-30 Tahun 12 16 %
2 31-40 Tahun 26 35 %
3 41-50 Tahun 31 41 %
4 >50 tahun 6 8 %
Jumlah 75 100 %
Sumber : data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang paling
tinggi adalah yang berumur 41-50 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 41%.
Sisanya jumlah responden berumur 31-40 tahun sebanyak 26 orang dengan
persentase 35%. Umur yang paling muda antara 20-30 tahun sebanyak 12 orang
dengan persentase 16% dan umur yang paling tua yaitu diatas 50 tahun sebanyak 6
orang dengan tingkat persentase 8%.
c. Tingkat Pendidikan
Tabel 4.7
Karakteristik responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 D3 10 14 %
2 S1 59 78 %
3 S2 6 8 %
4 S3 0 0 %
Jumlah 75 100 %
Sumber : data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan
terakhir adalah S1 yang paling banyak sejumlah 59 orang dengan tingkat persentase
yang dimiliki sebesar 78%, pendidikan terakir D3 sebanyak 10 orang senilai 14%,
dan pendidikn terakhir S2 sebanyak 6 orang dengan persentase 8%. Sementara tidak




Kaakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
No Masa Kerja Jumlah Persentase
1 0-5 Tahun 35 46 %
2 6-10 Tahun 21 28 %
3 >10 Tahun 19 26 %
Jumlah 75 100 %
Sumber : data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah respondn dengan masa kerja 0-5 tahun
memiliki jumlah yang paling tinggi sebanyak 35 orang dengan tingkat persentase
46%. Sisanya, dengan jumlah respoden pada masa kerja 6-10 tahun sebanyak 21
orang dengan persentase 28%. Dan masa kerja responden yang sudah lama bekerja
yakni lebih dari 10 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 26%.
2. Analisis Deskriptif Variabel
a. Analisis Deskriptif Variabel









Reve-nue 75 7,00 15,00 12,0400 1,56343
Ketepatan Sasaran
Ang-garan 75 36,00 58,00 49,8933 4,20287
Sistem Pelaporan 75 9,00 15,00 13,5867 1,45280
Sistem Pengendalian
Internal 75 16,00 30,00 22,2267 2,76353
Akuntabilitas Kinerja
Keuangan 75 18,00 28,00 24,4267 1,98081
Valid N (listwise) 75
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap
variabelintergovermental revenue menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai
maksimum sebesar 15, mean (rata-rata) sebesar 12,04 dengan standar deviasi sebesar
1,56. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap
variabel ketepatan sasaran anggaran menunjukkan  nilai minimum  sebesar  36, nilai
maksimum sebesar 58, mean (rata-rata) sebesar 49,89 dengan standar deviasi sebesar
4,20. Selanjutnya hasil analisis terhadap variabel sistem pelaporan menunjukkan nilai
minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 15, mean (rata-rata) 13,58 dengan
standar deviasi sebesar 1,45. Variabel sistem pengendalian internal menunjukkan
nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar
22,22 dengan standar deviasi sebesar 2,76. Sedangkan variabel akuntabilitas kinerja
keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 28, mean
(rata-rata) sebesar 24,42 dengan standar deviasi sebesar 1,98.
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi
berada pada variabel ketepatan sasaran anggaran yakni 49,89 sedangkan nilai
terendah adalah variabel intergovermental revenue sebesar 12,04. Untuk standar
deviasi tertinggi berada pada variabel ketepatan sasaran anggaran sebesar 4,20 dan
yang terendah variabel intergovermental revenue sebesar 1,56.
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b. Analisis Deskriptif Pernyataan
1) Analisis Deskriptif Variabel intergovermental Revenue (X1)
Analisis deskriptif variabel intergovermental revenue terdiri dari 3 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai intergovermental revenue.
Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :
Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel intergovermental Revenue
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS R S SS
IR1 1 10 47 17 304 4,05
IR2 11 48 16 305 4,07
IR3 1 12 54 8 294 3,92
Rata-rata Keseluruhan 4,01
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 75 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
Intergovermental Revenue (X1) berada pada skor 4,01. Hal ini  berarti bahwa
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap Intergovermental
Revenue pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada penggunaan dana
perimbangan terlihat bahwa nilai indeks tertinggi pada SKPD yaitu sebesar 4,07
yang terdapat pada item kedua. Dimana, dana alokasi khusus yang diberikan
pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan program yang
dijalankan. Sementara indeks terendah sebesar 3,92 terdapat pada item ketiga artinya
dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat
sesuai dengan program yang dijalankan.
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2) Analisis Deskriptif Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran (X2)
Analisis deskriptif variabel ketepatan sasaran anggaran terdiri dari 12 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran
anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut :
Tabel 4.11





S TS R S SS
KS1 8 47 20 312 4,16
KS2 10 48 17 307 4,09
KS3 27 43 5 278 3,71
KS4 22 42 11 289 3,85
KS5 1 8 49 17 307 4,09
KS6 1 9 54 11 300 4,00
KS7 4 32 39 335 4,47
KS8 3 41 31 328 4,37
KS9 5 41 29 324 4,32
KS10 12 31 32 320 4,27
KS11 6 49 20 314 4,19
KS12 4 39 32 328 4,37
Rata-rata Keseluruhan 4,16
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa dari 75 orang responden
yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap 12 item-item pernyataan
pada ketepatan sasaran anggaran (X2) berada pada daerah skor 4,16. Hal ini  berarti
bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap ketepatan sasaran
anggaran pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada variabel ketepatan sasaran
anggaran, terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,47 terdapat pada item ketujuh,
dimana pegawai SKPD di Kabupaten Enrekang menganggap bahwa ketidakjelasan
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sasaran anggaran perlu dihindari dalam penentuan rencana anggaran dimasing-
masing unit. Sedangkan indeks terendah sebesar 3,71 terdapat pada item ketiga.
Dimana, pegawai SKPD mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada
setiap program yang akan dilaksanakan.
3) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan (X3)
Analisis deskriptif variabel ketepatan sasaran anggaran terdiri dari 3 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran
anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut :
Tabel 4.12
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pelaporan
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS R S SS
SP1 5 33 37 332 4,43
SP2 3 29 43 340 4,53
SP3 1 26 48 347 4,63
Rata-rata Keseluruhan 4,53
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.12 diatas secara umum persepsi responden terhadap 3
item-item pernyataan sistem pelaporan (X3) dengan skor 4,53. Berarti responden
memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sistem pelaporan pada pemerintahan
Kab. Enrekang. Pada variabel sistem pelaporan terlihat bahwa indeks tertinggi
sebesar 4,63 yang terdapat pada item ketiga bahwa pegawai SKPD Kab. Enrekang
yang menunjukkan kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaran harus jelas dan
terperinci. Sementara indeks terendah sebesar 4,43 terdapat di item pertama bahwa
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adanya pembuatan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran kas yang harus
dibuat secara amanah dan dipertanggungjawabkan dengan semestinya.
4) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)
Analisis deskriptif variabel akuntabilitas kinerja keuangan terdiri dari 6 item
pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran
anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut :
Tabel 4.13
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Item Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS R S SS
AK1 12 52 11 299 3,99
AK2 1 9 51 14 303 4,04
AK3 9 58 8 299 3,99
AK4 1 18 50 6 286 3,81
AK5 4 43 28 324 4,32
AK6 6 42 27 321 4,28
Rata-rata Keseluruhan 4,07
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.13 terhadap 6 item-item pernyataan pada akuntabilitas
kinerja keuangan (Y) berada pada skor 4,07. Berarti responden memberikan persepsi
yang cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan
Kabupaten Enrekang. Pada variabel akuntabilitas kinerja keuangan terlihat bahwa
indeks tertinggi sebesar 4,32 yang terdapat pada item ke-5 artinya aparat
Pemerintahan Kab. Enrekang harus mempertanggungjawabkan program/kegiatan
yang telah dilaksanakan. Sedangkan indeks terendah sebesar 3,81 pada item keempat
yang menunjukkan bahwa kurangnya insentif berupa pengakuan positif, yang tidak
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menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan
organisasi.
5) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (M)
Analisis deskriptif variabel Sistem Pengendalian Internal terdiri dari  item
pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran
anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai
berikut :
Tabel 4.14
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian Internal
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS R S SS
SPI1 2 2 37 33 1 254 3,39
SPI2 38 29 8 270 3,60
SPI3 2 22 43 8 282 3,76
SPI4 23 48 4 281 3,75
SPI5 1 17 48 9 290 3,87
SPI6 24 37 14 290 3,87
Rata-rata Keseluruhan 3,71
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 75 orang responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap 6 item-item pernyataan pada
sistem pengendalian internal berada pada yang cukup tinggi dengan skor 3,71. Hal
ini  berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sistem
pengendalian internal pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada variabel sistem
pengendalian internal, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,87 yang terdapat
pada item kelima dan keenam. Hal ini berarti bahwa penetapan target anggaran,
rencana jangka pendek dan jangka di Kabupaten Enrekang digunakan sebagai dasar
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pengambilan keputusan. Sementara indeks terendah sebesar 3,39 pada item pertama
menunjukkan bahwa pengendalian kualitas seperti tabulasi data, pengolahan data
atau teknik statistik lainnya digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan
keputusan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang.
D. Hasil Uji Kualitas Data
Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi
data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari pengguna instrumen
penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.
1. Uji Validitas
Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan
dipakai untuk mengukur variable penelitian valid atau tidak. Kuesioner yang
digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid yaitu mampu mengungkapkan
sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara
menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara
statistik, angka korelasi berbagai total yang diperoleh harus harus dibandingkan
dengan angka dalam tabel r product moment. Apabila nilai r hitung lebih besar atau
sama dengan r tabel kuesioner maka, kuesioner tersebut dikatakan valid dan
sebaliknya. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 75 responden dan
besarnya df dapat dihitung 75-2= 73, dengan df = 73 dan aplha = 0,05 di dapat r tabel
= 0,227. Jadi, item pertanyaan yang valid harus mempunyai t hitung lebih besar dari
0,227.
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Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan
Intergovermental Revenue IG1 0,88 0,227 Valid
IG2 0,89 0,227 Valid
IG3 0,74 0,227 Valid
Ketepatan Sasaran Anggaran KS1 0,538 0,227 Valid
KS2 0,64 0,227 Valid
KS3 0,638 0,227 Valid
KS4 0,552 0,227 Valid
KS5 0,684 0,227 Valid
KS6 0,576 0,227 Valid
KS7 0,465 0,227 Valid
KS8 0,57 0,227 Valid
KS9 0,634 0,227 Valid
KS10 0,552 0,227 Valid
KS11 0,54 0,227 Valid
KS12 0,569 0,227 Valid
Sistem Pelaporan SP1 0,815 0,227 Valid
SP2 0,862 0,227 Valid
SP3 0,876 0,227 Valid
Akuntabilitas Kinerja
Keuangan
AK1 0,47 0,227 Valid
AK2 0,45 0,227 Valid
AK3 0,618 0,227 Valid
AK4 0,664 0,227 Valid
AK5 0,568 0,227 Valid
AK6 0,722 0,227 Valid
Sistem Pengendalian Internal SPI1 0,65 0,227 Valid
SPI2 0,72 0,227 Valid
SPI3 0,762 0,227 Valid
SPI4 0,726 0,227 Valid
SPI5 0,709 0,227 Valid
SPI6 0,669 0,227 Valid
Sumber : Data primer yang diolah (2018)
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 4.15 menunjukkan
bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r
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tabel. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masing-masing item tersebut
dinyatakan valid dan Item yang valid dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.
2. Uji Realibilitas
Uji reliabel digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal
jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach
(a), dimana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila Alpha Cronbach (a) >
0,600.Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :
Tebel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas
NO Variabel Cronbach' Alpha Keterangan
1 Intergovermental Revenue 0,787 Reliabel
2 Ketepatan Sasaran Anggaran 0,819 Reliabel
3 Sistem Pelaporan 0,803 Reliabel
4 Akuntabilitas Kinerja Keuangan 0,606 Reliabel
5 Sistem Pengendalian Internal 0,794 Reliabel
Sumber : Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua variabel
lebih besar dari 0,600, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner
yang digunakan untuk menjelaskan variabel intergovermental revenue, ketepatan
sasaran anggaran, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja keuangan dan sistem
pengendalian internal yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat
variabel.
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E. Hasil Uji Asumsi Klasik
Sebelum  menggunakan  teknik  analisis Regresi Linier  Berganda untuk uji
hipotesis,  maka  terlebih  dahulu  dilaksanakan  uji  asumsi klasik. Uji asumsi klasik
dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis
regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas
data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data
variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal
atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016). Alat analisis yang digunakan uji ini
adalah uji one-Sampel Kolmogorov-Sminov. Uji digunakan untuk menghasilkan
angka yang detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos
normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai
signifikan uji Kolmogorov-Sminovlebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas
yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai signifikan sebesar > 0,05.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test0,939 jadi dapat disimpulkan data tersebut diatas
tingkat kepercayaan 5%. Maka data tersebut menunjukkan terdistribusi normal
karena data distribusi normal apabila hasil uji dari One-Sample Kolmogorov-Smirnov
















Asymp. Sig. (2-tailed) ,939
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Adapun faktor lain yang digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi
normal yakni dengan menggunakan grafik histogram dan grafik normal plot sebagai
berikut:
Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram
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Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk
grafik normal dan tidak melenceng ke kanan dan kekiri. Sedangkan Gambar 4.4
menunjukkan bahwa adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal
dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti
bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asusmsi normalitas
berdasarkan analisis grafik normal probability plot.
2. Uji Multikoleniaritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian
multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor
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(VIF). Yang pertama, jika nilai tolerance diatas nilai 0,10 dan nilai VIF kurang dari
nilai 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikoliniearitas pada penelitian
tersebut. Kedua, jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan
bahwa terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut. Hasil pengujian







Intergovermental revenue ,747 1,339
Ketepatan Anggaran ,668 1,497
Sistem Pelaporan ,827 1,209
Pengendalian Internal ,899 1,112
a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Dari hasil pengujian pada tabel 4.18 diatas, menunjukkan bahwa nilai VIF
untuk semua variabel memiliki nilai < 10 pada variabel inergovermental revenue
senilai 0,747, ketepatan sasaran anggaran 0,668, sistem pelaporan 0,827 dan sistem
pengendalian senilai 0,899. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas antar
variabel independen karena semua nilai variabel memiliki nilai lebih < 10. Hasil ini
didukung oleh nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10.  variabel inergovermental
revenue senilai 1,339, ketepatan sasaran anggaran 1,497, sistem pelaporan 1,209dan
sistem pengendalian senilai 1,112.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
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Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan
Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut
bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan
metode Scatter Plot dilihat sebagai berikut
Gambar 4.5
Hasil Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.5 menunjukan bahwa grafik scatter
plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik
menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas
kinerja keuangan berdasarkan intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran,
sistem pelaporan dan sistem pengendalian internal.
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji
glejser. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.19. Jika nilai signifikansi
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lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas sebagai berikut :
Tabel 4.19







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3,075 1,617 1,902 ,061
Intergovermental revenue ,023 ,087 ,036 ,268 ,789
Ketepatan Sasaran
Anggaran -,019 ,034 -,078 -,552 ,583
Sistem Pelaporan ,050 ,089 ,072 ,563 ,575
Sistem Pengendalian
Internal -,081 ,045 -,221 -1,806 ,075
a. Dependent Variable: AbsUt
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Hasil uji Glejser pada Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa probabilitas untuk
semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
F. Uji Hipotesis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1,H2 dan H3
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen
(intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan)
terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja keuangan), sedangkan untuk
menguji hipotesis H4, H5 dan H6, menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan
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absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan
menggunakan program SPSS versi 21.
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2, dan H3
Pengujian hipotesis H1, H2, H3 dilakukan dengan analisis regresi berganda
pengaruh intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran dan sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hasil pengujian tersebut
ditampilkan sebagi berikut :
Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 ,527a ,278 ,248 1,71803
a. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, Intergovermental revenue, Ketepatan
Sasaran Anggaran
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel diatas pada nilai R senilai 0,527 atau 52,7% menurut
pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai R pada penelitian ini menunjukkan
bahwa nilai 0,527 termasuk dalam kategori berpengaruh sedang karena berada pada
interval 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa intergovermental revenue,
ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh sedang terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan. Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.20
menunjukkan nilai R Square (R2) dari model regresi digunakan untuk mengetahui
seberapa besar kemampuan variabel bebas (Independent)dalam menerangkan
variabel terikat (dependent). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa R Square sebesar
0,248 hal ini berarti 24,8% yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan
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di pengaruhi oleh variabel intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran dan
sistem pelaporan. Dan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang
belum diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 4.21
Hasil Uji F- Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 80.782 3 26.927 9.123 ,000b
Residual 209.565 71 2.952
Total 290.347 74
a. Dependent Variable: Akuntabilitas
b. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, Intergovermental,KetepatanAnggaran
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Berdasrkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda
menunjukkan hasil F hitung sebesar 9,123 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih
kecil dari 0,05. Dimana nilai F hitung (9,123) lebih besar dari F tabelnya sebesar
2,73(df1=4-1=3 dan df2 =75-4= 71).Berarti intergovermantal revenue, ketepatan
sasaran anggaran, sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan.
Tabel 4.22










1 (Constant) 11.273 2.603 4.331 .000
Intergovermental revenue .004 .147 .003 .025 .980
Ketepatan Anggaran .139 .057 .296 2.439 .017
SistemPelaporan .453 .151 .332 2.998 .004
a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja Keuangan
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
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Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :
Y= 11,273 + 0,004X1 + 0,135X2 + 0,453X3 + e……..(1)
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan
a   = Konstanta
X1 = Intergovermental revenue
X2 = Ketepatan Sasaran Anggaran
X3 = Sistem Pelaporan
e   = Eror Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :
1) Nilai konstanta sebesar 11,273 mengidentifikasi bahwa jika variabel
independen (intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran dan
sistem pelaporan) adalah nol maka akuntabilitas kinerja keuangan akan
terjadi sebesar 11,273.
2) Koefisien regresi B (Unstandardized Coefificients) variabel
intergovermental Revenue (X1) sebesar 0,004 mengidentifikasi bahwa setiap
kenaikan satu satuan variabel intergovermental Revenueakan meningkatkan
akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan sebesar 0,004.
3) Koefisien regresi B (Unstandardized Coefificients)variabel ketepatan
sasaran anggaran (X2) sebesar 0,139 mengidentifikasi bahwa setiap
kenaikan satu satuan variabel ketepatan sasaran anggaran akan
meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 0,139.
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4) Koefisien regresi B (Unstandardized Coefificients) variabel sistem
pelaporan (X2) sebesar 0,453 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan satu
satuan variabel sistem pelaporan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja
keuangan sebesar 0,453.
Hasil interpretasi atas hipotesisi penelitian (H1,H2, dan H3) sebagai berikut :
a) Intergivermental Revenue tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan (H1)
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa tingkat intergovermantal revenue
memiliki t hitung sebesar 4,331> t tabel sementara sig. α=0,05 dan df = n-k, yaitu 75-
4= 71 maka tabel sebesar 1,666 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,004
dantingkat signifikansi 0,980 yang lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak. Hal ini
berarti Intergivermental Revenue tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Intergivermental
Revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten
Enrekang belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan baik.
Dimana, nilai belanja pegawai/aparatur daerah lebih besar tidak sebanding dengan
belanja pelayanan publik.
b) Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan (H2)
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel ketepatan Sasaran
Anggaran memiliki t hitung sebesar 2,439 > t tabel sementara tingkat sig. α=0,05
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dan df = n-k, yaitu 75-4= 58 t tabel 1,666 dengan koefisien beta (Unstandardized
Coefificients) sebesar 0,139 dan tingkat signifikansi 0,017 yang lebih kecil dari 0,05,
maka H2 diterima. Hal ini berarti ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis
kedua yang menyatakan Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan terbukti. Dengan demikian
hipotesis kedua menunjukkan bahwa semakin baik ketepatan sasaran anggaran yang
dilakukan maka, semakin baik pula akuntabilitas kinerja keuangan pada
pemerintahan daerah.
c) Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan (H3)
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel sistem pelaporan t hitung
2,998 > t tabel 1,666 dengan tingkat signifikan 0,004 yang lebih kecil dari 0,005
maka, H3 diterima. Hal ini berarti sistem pelaporan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.Dengan demikian hipotesis ketiga
yang menyatakan istem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semakin baik sistem pelaporan yang di lakukan pegawai pada pemerintahan daerah
maka pertanggungjawaban tentang penusunan anggaran akan semakin baik dan tepat.
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2. Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
Terhadap Hipotesis Penelitian H4,H 5, dan H6
Menurut Ghazali (Frucot dan Shaeron, 2013) mengajukan model regresi yang
agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih
mutlak dari variabel independen. Interkasi ini lebih disukai karena ekspekstasinya
sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh
terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variabel inergovermental revenue,
ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berasosiasi dengan skor rendah
pertimbangan etis (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolute yang
besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel inergovermental revenue,
ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berasosiasi dengan skor tinggi dari
sistem pengendalian internal (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan
dengan persamaan regresi sebagai berikut :
Y = + 1ZX1+    2ZX2  + 3ZX3 +    4ZM +     5|ZX1-ZM| +   6|ZX2-
ZM|+  7|ZX3-ZM| +  e
Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi
dapat dijabarkan dalam tabel dibawah :
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Tabel 4.23








1 ,615a .379 .314 1.64103
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovermental), X1_M,
Zscore(SistemPelaporan), Zscore(PengendalianInternal),
Zscore(KetepatanAnggaran), X2_M
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel 4.23 diatas, nilai R2 (Adjusted R Square) dari model regresi
digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam
mempengaruhi variabel terikat. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar
0,379 dengan tingkat persentase sebesar 37,9%. Penelitian ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja keuangan dipengaruhi oleh intergovermental revenue,
ketepatan sasaran anggaran, sistem pelaporan dengan sistem pengendalian internal
hanya 37,9% tingkat persentase yang dimiliki. Sedangkan sisanya sebesar 62,1%




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 109.917 7 15.702 5.831 ,000b
Residual 180.429 67 2.693
Total 290.347 74
a. Dependent Variable: Akuntabilitas
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovermental revenue), X1_M,
Zscore(Sistem Pelaporan), Zscore(Pengendalian Internal), Zscore(Ketepatan
Anggaran), X2_M
Sumber : Output SPSS (2018)
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Hasil Annova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar
5,831dengan tingkat signifikan 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa
variabel intergovermental revenue, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem
pelpaoran, X1_M, X2_M, dan X3_M secara bersama – sama atau simultan
mempengaruh akuntabilitas kinerja keuangan.
Tabel 4.25







t Sig.B Std. Error Beta




-.065 .226 -.032 -.286 .776
Zscore (Ketepatan
Anggaran) .520 .237 .259 2.197 .031
Zscore (Sistem
Pelaporan) .685 .212 .350 3.231 .002
Zscore (Pengendalian
Internal) .411 .215 .201 1.911 .060
X1_M -.232 .274 -.094 -.847 .400
X2_M -.073 .337 -.028 -.216 .830
X3_M .901 .361 .288 2.495 .015
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
a) Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh intergovermental revenue
terhahadap akuntabilitas kinerja keuangan (H4)
Berdasarkan 4.25 menunjukkan hasil uji selisih mutlak bahwa variabel
moderating X1_M mempunyai tingkat t hitung sebesar -0,847< dari t tabel 1,666
dengan tingkat signifikan sebesar 0,400 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti H4
ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal bukan
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variabel moderasi yang memperkutat atau memperlemah variabel intergovermental
revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Jadi hipotesis keempat (H4) yang
menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh
intergovermental revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada
pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang ditolak.
b) Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh ketepatan sasaran anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H5)
Pada tabel 4.25 berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa
variabel moderating X2_M memiliki t hitung sebesar -0,126 < dari t tabel sebesar
1,666 dengan tingkat signifikan 0,830 yang lebih besar dari 0,05 artinya H5 tidak
diterima. Hal ini berarti sistem pengendalian internal bukan variabel moderasi yang
memperkuat atau memperlemah variabel ketepatan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan. Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa
sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh ketepatan sasaran anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan daerah di Kabupaten
Enrekang ditolak.
c) Sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan (H6)
Berdasarkan tabel 4.25 dari hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa
variabel moderating X3_M memiliki t hitung sebesar 2,495 > dari t hitung 1,666
dengan tingkat signifikan sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti
sistem pengendalian internal merupakan variabel yang memperkuat hubungan antara
variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Jadi hipotesis
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keenam (H6) yang menyatakan sistem pengendalian internal memoderasi hubungan
antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan diterima.
G. Pembahasan
1. Pengaruh intergovermental revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
(H1)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa
Hipotesis pertama ( H1) ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan Hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini adalah intergovermental revenue berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hipotesis dapat dibuktikan
dengan tingkat signifikan dari variabel intergovermental revenue dimana koefisien
beta unstandardized sebesar 0,004 dan tingkat signifikansi 0,980 yang lebih besar
dari 0,05 yang artinya ditolak. Variabel intergovermental revenue tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Walaupun, tingkat ketergantungan
(intergovermental revenue) semakin meningkat ataupun menurun pada pemerintahan
pusat maka tidak ada pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada
pemerintahan Kabupaten Enrekang.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015) menjelaskan bahwa
salah satu fenemone flaypaper effect tmenyiratkan bahwa pemerintah daerah yang
lebih bergantung pada dana perimbangan daripada Pendapatan Asli Daerah
merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya secara lebih
efesien dan ekonomis. Namun, memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah
karena ketergantungannya pada dana transfer dari pusat. Di samping itu Masdiantini
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(Patrick, 2016) “ intergovermental revenue sebagai salah satu pendapatan daerah
yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiaya
kegiatan pemerintah daerah”.
Dari hasil penelitian yang dilakukan Aziz (2014) menyatakan bahwa dana
perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
keaungan. Di dalam pemerintahan daerah diperlukan adanya dana pusat yang
diserahkan ke daerah untuk mengurangi ketimpangan baik secara vertikal maupun
horizontal. Ketergantungan yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia terhadap
dana perimbangan masih sangat tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu
permasalahan terkait otonomi dan desentralisasi keuangan keuangan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil yang didapat bahwa
intergovermental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di
Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Aziz (2014),  Mulyadi (2017) serta  Utomo (2015) yang menyatakan
bahwa “intergovermental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan”. Akan tetapi, hasil penelitian ini dapat diperkuat atau
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016), dan
Sesoyaningsityas (2012) yang menyatakan “variabel intergovernmental revenue
tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah”. Hal ini dikarenakan
pemerintah daerah Kabupaten Enrekang belum mampu memanfaatkan dana dari
pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya. Ini dapat terlihat pada besarnya nilai
belanja pegawai/belanja aparatur daerah yang lebih besar dan tidak sebanding
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dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Enrekang. Sehingga tujuan utama dari pemberian dana perimbangan tidak tercapai
dengan baik.
Anggaran pada intansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaa
dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas publik atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan
menggunakan uang publik. Kontribusi teori kepatuhan dalam penelitian dimana
aparat pemerintahan terutama bagian dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari
pusat harus patuh pada peraturan pemerintah yang berlaku sesuai Pasal 55 PP No. 78
tahun 2007 tentang dana perimbangan
2. Pengaruh ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
(H2)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa
Hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini sejalan dengan Hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai
dari koefisien beta Unstandardized Coefficientssebesar 0,139 dengan tingkat
signifikan 0,17 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya, diterima. Hal ini berarti semakin
baik tingkat ketepatan sasaran anggaran yang dilakukan pada pemerintahan daerah
maka akan semakin baik pula kinerja yang akan dipertanggungjawabkan.
Menurut Dewi (2015) menjelaskan bahwa adanya kejelasan sasaran anggaran
secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
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atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk
melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya. Meningkatya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan
ketepatan anggaran pendapatan dan belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). kemudian penelitian lain yang berbeda Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa
ketepataan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang
sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi dilapangan apakah tepat
pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran
anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja
aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan
hasil akhir (output) organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
Kegiatan sektor publik saat ini memiliki perhatian yang serius oleh
masyarakat terutama dalam pemerintahan Kabupaten Enrekang. Dimana sasaran
pembangunan dan perkembangan masyarakat mulai dari perencanaan, tujuan sasaran
operasional belum sesuai yang diinginkan masyarakat pada Kabupaten Enrekang.
Menurut Mardiasmo (2009) “pemegang amanah (pemerintah) harus mengungkapkan
segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemberi amanah
(masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban”.
Mengacu teori stewardship dimana pemerintah sebagai pemegang amanah
(steward) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada
masyarakat sebagai pihak pemeberi amanah  (principal) dengan mengungkapkan
segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi
95
tersebut. Aparat pemerintah harus bertindak sesuai yang di harapkan
mengembangkan sarana dan prasana baik fisik maupun non fisik yang bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat dan masyarakat juga harus mendukung hasil kinerja
yang di lakukan oleh aparat pemerintah dalam pembangunan dan perkembangan
Kabupaten Enrekang. Kedua kepentingan tersebut dipertemukan sehingga menjadi
rumusan komitmen yang disepakati sebagai amanah dan tanggungjawab bersama
dalam membangun daerah Kabupaten Enrekang.
Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketepatan sasaran
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
Hal ini, didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2016) dan Dewi
(2015) yang menyatakan bahwa Ketepatan anggaran berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD. Ini menunjukkan bahwa
semakin baik ketepatan sasaran anggaran yang terjadi di pemerintahan Kabupaten
Enrekang maka, akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang terjadi pada
pemerintahan tersebut.
3. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H3)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa
Hipotesis ketiga  (H3) diterima. Hal ini sejalan dengan dugaan hipotesis atau yang
diajukan yaitu sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai
koefisien beta Unstandardized Coefficients sebesar 0,453 dengan tingkat signifikan
0,004 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya diterima. Hal ini berarti bahwa semakin
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baik sistem pelaporan yang ada di dalam pemerintahan maka akan semakin baik
akuntabilitas kinerja keuangan yang ada pada pemerintahan di Kabupaten Enrekang.
Pemerintah daerah selaku pengelolaan dan publik harus mampu menyediakan
informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten
dan dapat dipercaya. Seperti yang dikatakan Paramitha (2016) bahwa pemerintah
daerah dituntut memiliki sistem informasi akuntansi yang andal. Jika sistem
informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah lemah, makakualitas informasi
akuntansi yang dihasilkan sistem tersebut menyesatkan bagi yang berkepentingan
terutama dalam hal pengambilan keputusan.
Hal ini menunjukkan bahwa Semakin baik sistem pelaporan yang ada pada
SKPD Kabupaten Enrekang maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja
instansi pada pemerintahan. Penggunaan sistem akuntansi dalam menyusun laporan
keuangan bertujuan agar institusi tertib administrasi dalam penyusunan sampai
kepada pelaporan dan kinerja pada laporan keuangan tersebut. Disisi lain  Suhaesti
(2016) menyatakan bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja
pusat pertanggungjawaban. Laporan yang digunakan untuk mendukung pembuatan
keputusan ekonomi, sosial, politik meliputi informasi yang dapat digunakan untuk
menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan
masalah keuangan.
Teori stewardship memandang manajemen sebagai institusi yang dapat
dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal
maupun organisasi. Pemerintah yang mempunyai banyak informasi dan
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bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, harus memiliki
kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui
pengungkapan laporan keuangan yang baik. Dan aparat pemerintah harus mematuhi
peraturan sesuai Pengelolaan Keuangan berdasarkan undang – undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang
memayungi pengelolaan keuangan Negara maupun keuangan Daerah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan
Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian in, didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Kusumaningrum (2010) yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pengaruh Sistem Pengandalian Internal dalam Memoderasi
Intergoovermental Revenue terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (H4)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa
Hipotesis keempat (H4) ditolak. Hal ini, tidak sejalan dengan dugaan hipotesis (H4)
yang diajukan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi
Intergoovermental Revenue terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Hipotesis ini
dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta Unstandardized
Coefficientssebesar -0,232 dengan tingkat signifikan 0,400 dimana lebih besar dari
0,05 artinya H4 ditolak. Hal ini berarti sistem pengendalian internal tidak dapat
memoderasi variabel Intergoovermental Revenue terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan.
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Pengendalian internal yang terdapat dalam instansi pemerintah memiliki
tingkat kinerja yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di SKPD
Kabupaten Enrekang tingkat ketergantungan (intergovermental revenue) dengan
adanya sistem pengendalian internal tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja
keuangan pada pemerintah Kabupaten Enrekang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa
tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja keuangan pada intansi pemerintahan di
Kabupaten Enrekang tidak ditentukan oleh sistem pengendalian internal tetapi ada
faktor lain yang secara langsung mempengaruhinya. Maka dari itu, ada atau tidaknya
sistem pengendalian internal  tidak berpengaruh terhadap intergovermental revenue
ke akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Enrekang.
5. Pengaruh Sistem Pengandalian Internal dalam Memoderasi Ketepatan
Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (H5)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa Hipotesis lima (H5) ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan dugaan hipotesis
yang diajukan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi ketepatan sasaran
anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis
tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta Unstandardized
Coefficients sebesar -0,73 dengan tingkat signifikan 0,830 dimana lebih besar dari
0,05 artinya ditolak. Hal ini berarti sistem pengendalian internal tidak dapat
memoderasi variabel ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan.
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Secara umum, ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap
kegiatan agar tercapai target anggaran. Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi
(2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan
menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya. Walaupun sistem
pengendalian internal tidak memoderasi ketepatan sasaran anggaran, akan tetapi
pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tetap harus patuh dan taat pada peraturan
pemerintah daerah dalam perundang – undangan.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran
dengan adanya sistem pengendalian internal tidak dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Ini memperlihatkan
bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam akuntabilitas kinerja keuangan
pemerintahan Kabupaten Enrekang tidak tentukan oleh sistem pengendalian internal,
tetapi ada faktor lain langsung mempegaruhinya yang belum diteiliti dalam
panelitian ini. Variabel sistem Pengendalian internal ini bukan variabel yang
memperkuat atau memperlemah variabel ketepatan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan.
6. Pengaruh Sistem Pengandalian Internal dalam Memoderasi Sistem Pelaporan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (H6)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa Hipotesis keenam (H6) direima. Hal ini sejalan dengan dugaan hipotesisyang
diajukan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hasil
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pengujian hipotesis ini dapatdibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta
Unstandardized Coefficients sebesar 0,903 dengan tingkat signifikan 0,15 dimana
lebih kecil dari 0,05 artinya diterima. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi variabel sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten
Enrekang.
Anjarwati (2012) menjelaskan bahwa Lingkungan yang mempengaruhi
akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang
dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban
instansi dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Semakin efektif
pengendalian internal dalam organisasi maka semakin efektif dan akurat sistem
pelaporan yang ada pada pemerintahan. Ketika sistem pelaporan yang dilakukan
dalam suatu pemerintahan baik maka semakin baik akuntabilitas publik. Dan
sebalikya jika, suatu organisasi melakukan pelaporan anggaran yang kurang
memadai maka akan menimbulkan hambatan dan akhirnya informai kualitasnya
memburuk dalam pengambilan keputusan.
Dengan adanya efektifitas pengendalian internal yang ada dalam suatu
organisasi akan mendorong akuntabilitas publik baik dalam kinerja maupun dalam
pengelolaan keuangan. Ketika sistem pelaporan dilakukan dengan baik dengan
sistem pengendalian akan membuat kinerja pegawai pada pemerintahan semakin baik
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sehingga setiap manajer pada semua
tingkatan SKPD Kabupaten Enrekang akan meningkatkan kinerja manajerialnya.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat
memperkuat sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan
Kabupaten Enrekang. Dimana, jika sistem pengendalian internal dalam pelaporan
keuangan semakin baik maka pemerintah Kabupaten Enrekang mampu menyediakan
informasi keuangan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat
dipercaya. Serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Mengacu pada teori stewardship dimana pemerintah yang diberikan
kepercayaan oleh masyarakat untuk mengembangkan pemerintahan Kabupaten
Enrekang. Kepercayaan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan
mempublikasikan laporan keuangan atas anggaran yang selama ini digunakan baik
itu dana dari pusat maupun dari daerah itu sendri. Pemerintah daerah harus
memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat
dipercaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2012) menyatakan bahwa pengelolaan
keuangan harus efektif dan akurat sesuai yang di atur dalam Pengelolaan Keuangan
berdasarkan undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan
Negara maupun peraturan perundangan No. 7 Thn 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu uapaya





Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, adapun
kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :
1. Intergovermental Revenue tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti
intergovermental revenue semakin meningkat ataupun menurun hal tersebut
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini di karenakan
pemerintah Kabupaten Enrekang belum mampu memanfaatkan dana dari
pemerintah pusat dengan baik. Dimana, nilai belanja pegawai/aparatur daerah
lebih besar tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik.
2. Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini
berarti semakin baik tingkat ketepatan sasaran anggaran yang dilakukan pada
pemerintahan daerah maka akan semakin baik pula kinerja yang akan
dipertanggungjawabkan.
3. Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti bahwa
semakin baik sistem pelaporan yang ada di dalam pemerintahan maka akan semakin
baik akuntabilitas kinerja keuangan yang ada pada pemerintahan di Kabupaten
Enrekang.
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4. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi intergovermental revenue
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat
keberhasilan akuntabilitas kinerja keuangan pada intansi pemerintahan di Kabupaten
Enrekang tidak ditentukan oleh sistem pengendalian internal tetapi ada faktor lain yang
secara langsung mempengaruhinya.
5. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi sistem ketepatan sasaran
anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa
keberhasilan atau kegagalan dalam akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan
Kabupaten Enrekang tidak tentukan oleh sistem pengendalian internal.
6. Sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini berarti jika sistem pengendalian internal
dalam pelaporan keuangan semakin baik maka pemerintah Kabupaten Enrekang mampu
menyediakan informasi keuangan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan
dapat dipercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai SAP.
B. Keterbatasan Penelitian
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi
nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei
secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi
yang sebenarnya di lapangan.
2. Dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di KabupatenEnrekang19 SKPD
yang bersedia mengisi kuesioneryaitupadadinas - dinas. Hal ini disebabkan
karena permasalahan perizinan yang rumit dan kesibukan pelatihan serta
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kunjungan kerja para pegawai pada SKPD tersebut. Bagi Peneliti selanjutnya
disarankan untuk memperluas objek penelitian, bukan hanya pada sektor publik
yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi juga dapat dilakukan pada sektor
swasta yaitu perusahaan. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk
mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua pegawai SKPD di
Indonesia, karena latar belakang dan letak geografis yang berbeda-beda.
C. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi
dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran
yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih
baik, yaitu:
1. Bagi Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang,
diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintah
daerah terutama bagian keuangan dengan melakukan peningkatan efektivitas
pengendalian dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dapat
menempatkan system pengendalian internal pada letak yang strategis.
2. Bagi Penyusun Anggaran diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja
yang baik, jujur, efesien pada dirinya untuk mencegah terjadinya kecurangan
dalam penyusun ananggaran.
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3. Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan untuk lebih memaksimalkan
sumber daya manusia dalam mencegah terjadinya ketidakkonsistenan. Sehingga
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Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada pertanyaan
pilihan dengan memberi tanda (√) pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi
Bapak/Ibu.
1. Nama (boleh tidak diisi) : .......................................................
2. Nama SKPD : .......................................................
3. Umur : .......................................................
4. Jenis Kelamin : Pria            Wanita
5. Pendidikan Terakhir :  S3         S2         S1          D3
6. Jabatan : ......................................................
7. Lama Kerja di SKPD : ..............Tahun..............Bulan
Cara Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia
(rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu
jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang
diberikan :
1 = Sangat Tidak Setuju


















Bagaiamana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :
1
Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah
pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan
program yang dijalankan
2
Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah
pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan
program yang dijalankan
3
Dana Bagi Hasil yang diberikan pemerintah pusat
sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan
program yang dijalankan














Bagaiamana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :
1 Ada kejelasan sasaran anggaran pada satuankerja ini
2 Adanya spesifikasi sasaran anggaran pada satuankerja
3 Saya dapat mengetahui tingkat kepentingan
sasaran anggaran pada setiap program.
4 Saya dapat mengetahui secara jelas outcame/hasilyang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan.
5 Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan
skala prioritas.
6
Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantu-
m dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas &
terukur.
7 Ketidakjelasan sasaran anggaran perlu dihindari dala-
m penentuan rencana anggaran dimasing-masing unit
8 Untuk membuat suatu laporan keuangan
diperlukan perencanaan secara komprehensif.
9
Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan
(accountable) hasil dari suatu program / kegiatan /
proyek yang telah dilakukan.
10 Kejelasan sasaran anggaran suatu program harusdimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.
11 Penyusunan laporan keuangan disesuaikan yang
sesuai dengan bidang organisasi.
12
Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran
atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai
tingkat keberhasilan suatu program
Sumber : Sari (2017)













Bagaiamana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :
1 Adanya pembuatan laporan mengenai penerimaandan pengeluaran kas yang terjadi.
2
Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran
harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban.
3 Kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaranyang digunakan haruslah jelas dan terperinci.
Sumber  : Sally (2016)














Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :
1 Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaiankinerja dengan program dan kebijakan.
2 Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atauprogram selesai dilaksanakan.
3 Melakukan pengecekan terhadap jalannya program
4
Kurangnya insentif berupa imbalan atau pengakuan
positif tidak menghambat penggunaan informasi
kinerja dalam pengambilan keputusan di organisas
5 Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan(accountable) hasil dari program yang dilakukan
6 Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-samadalam mengevaluasi hasil suatu program/proyek
Sumber  : Sally (2016)
E. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL MODERASI SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL
Keteranga :
TPD : Tidak pernah digunakan (1) SD : Sering Digunakan (4)
JSD : Jarang sekali digunakan (2) SLD: Selalu Digunakan (5)













Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :
1
Seberapa seringkah pengendalian kualitas operasi
misalnya dengan tabulasi data, pengolahan data
metode sampling atau teknik statistik lainnya,
digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan
keputusan.
2
Seberapa seringkah pengendalian operasi dengan
cara penetapan standar operasi prosedur
berdasarkan peraturan dan analisis selisih
digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
3
Seberapa seringkah audit atau pemeriksaan intern
digunakan sebagai dasar alat pengambilan
keputusan.
4
Seberapa seringkah evaluasi yang sistematis dan
terjadwal digunakan sebagai dasar alat
pengambilan keputusan.
5
Seberapa seringkah penetapan target anggaran,
digunakan sebagai dasar alat pengambilan
keputusan.
6
Seberapa seringkah rencana jangka pendek dan
jangka panjang digunakan sebagai dasar alat
pengambilan keputusan.
Sumber  : Sally (2016)
LAMPIRAN 2
UJI PILOT TEST






IR1 IR2 IR3 SP1 SP2 SP3
1 3 2 3 8 3 4 4 11
2 3 2 3 8 5 5 5 15
3 2 3 3 8 5 5 5 15
4 4 4 3 11 4 4 5 13
5 5 5 5 15 5 5 5 15
6 2 3 1 6 5 5 5 15
7 3 3 3 9 3 3 3 9
8 4 2 4 10 4 4 4 12
9 3 4 4 11 4 4 3 11
10 3 3 3 9 5 5 5 15
11 3 4 3 10 4 4 4 12
12 2 2 2 6 4 5 4 13
13 2 2 4 8 4 4 4 12
14 3 3 3 9 4 4 5 13
15 3 3 2 8 5 5 5 15
16 3 3 2 8 4 5 5 14
17 4 4 4 12 4 4 4 12
18 2 3 1 6 1 2 3 6
19 4 4 4 12 4 5 5 14
20 3 4 3 10 5 5 5 15
21 2 2 2 6 3 3 3 9
22 2 2 2 6 2 4 4 10
23 4 4 3 11 4 4 4 12
24 2 2 2 6 2 4 2 8
25 3 3 3 9 3 5 5 13
26 3 4 4 11 4 4 5 13
27 3 3 3 9 3 3 5 11
28 3 3 2 8 5 5 5 15
29 3 3 3 9 4 5 5 14
30 3 2 2 7 4 5 5 14
31 2 2 2 6 5 5 5 15
32 2 2 2 6 4 5 5 14
33 5 4 4 13 5 5 5 15
34 2 3 2 7 3 5 5 13
35 3 3 3 9 3 3 3 9
NO
KETEPATAN SASARAN ANGGARAN
TOTALKs1 Ks2 Ks3 Ks4 Ks5 Ks6 Ks7 Ks8 Ks9 Ks10 Ks11 Ks12
1 4 4 3 2 3 6 3 5 5 4 3 5 47
2 5 3 3 4 4 3 5 4 5 5 5 4 50
3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 55
4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 51
5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 54
6 5 1 3 1 4 2 4 4 5 5 4 4 42
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
8 5 4 2 2 4 5 4 4 4 4 3 4 45
9 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 51
10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59
11 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 48
12 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 3 5 47
13 3 4 3 2 4 3 5 5 4 4 3 2 42
14 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 37
15 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
16 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 46
17 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 44
18 1 1 3 1 1 4 2 3 2 1 5 2 26
19 4 4 2 2 3 4 4 5 4 5 4 4 45
20 5 5 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 47
21 4 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 30
22 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 38
23 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 42
24 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 2 4 39
25 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 49
26 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 51
27 4 2 4 3 2 3 4 5 5 3 4 4 43
28 3 4 3 5 4 3 5 5 3 5 4 5 49
29 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4 48
30 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 52
31 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 46
32 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 4 43
33 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 48
4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 51






AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5
1 4 5 5 4 5 4 27 3 4 3 4 4 4
2 4 5 5 3 5 4 26 3 2 3 1 1 3
3 4 5 5 3 5 4 26 3 4 5 4 5 5
4 4 3 4 2 5 2 20 4 4 5 5 4 5
5 5 4 4 4 5 4 26 2 3 3 4 4 3
6 3 4 3 4 5 5 24 3 4 4 4 4 5
7 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3
8 4 5 4 4 4 4 25 3 4 4 5 4 4
9 4 4 4 3 4 3 22 3 4 4 5 5 3
10 5 4 4 2 5 5 25 4 4 4 4 4 4
11 4 5 4 4 4 4 25 3 3 2 2 3 3
12 3 5 4 4 5 5 26 3 4 3 3 5 3
13 2 4 3 2 4 4 19 2 4 5 3 3 3
14 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 4 4
15 4 4 4 3 5 5 25 3 3 4 4 4 4
16 4 5 4 4 5 5 27 3 3 4 4 3 4
17 3 5 4 3 4 5 24 3 3 3 4 3 4
18 4 3 5 4 3 3 22 2 4 2 4 5 1
19 4 4 4 3 4 4 23 4 3 2 4 3 4
20 2 3 4 2 4 4 19 3 4 4 3 5 4
21 4 4 4 3 4 4 23 3 3 3 4 1 3
22 4 4 4 2 4 4 22 3 4 3 3 3 3
23 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 3 4 5
24 3 4 2 3 3 4 19 4 3 4 3 5 4
25 4 3 4 3 5 4 23 3 4 4 3 4 4
26 4 4 4 3 5 4 24 3 4 4 4 5 4
27 4 4 5 3 4 5 25 3 3 4 4 3 4
28 5 4 4 2 3 5 23 4 3 5 3 4 4
29 5 5 5 3 5 5 28 4 4 4 4 4 3
30 5 5 4 4 3 3 24 3 3 4 3 4 4
31 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 5 5
32 4 4 4 3 4 4 23 3 3 3 3 3 3
33 5 5 4 4 5 4 27 4 4 5 5 4 4
34 4 4 4 2 4 4 22 4 3 4 4 4 5
35 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3
B. Uji Validitas Data
1. Intergovermental Revenue
Correlations





1 ,668** ,709** ,908**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000




,668** 1 ,531** ,835**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000




,709** ,531** 1 ,868**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000





,908** ,835** ,868** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
2. ketepatan sasaran anggaran
Correlations
KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 KS11 KS12 KETEPA
TAN
KS1
Pearson Correlation 1 ,290 ,174 ,312 ,289 ,128 ,329 ,191 ,410** ,492** -,116 ,304 ,438**
Sig. (2-tailed) ,092 ,319 ,068 ,093 ,464 ,053 ,272 ,015 ,003 ,506 ,076 ,008
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS2
Pearson Correlation ,290 1 ,432** ,559** ,122 ,123 ,203 ,211 ,089 ,108 -,288 ,131 ,469**
Sig. (2-tailed) ,092 ,009 ,000 ,486 ,483 ,241 ,225 ,609 ,536 ,093 ,452 ,004
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS3
Pearson Correlation ,174 ,432** 1 ,676** -,067 -,075 ,297 ,241 ,198 ,098 ,167 ,248 ,505**
Sig. (2-tailed) ,319 ,009 ,000 ,702 ,667 ,083 ,162 ,254 ,576 ,338 ,150 ,002
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS4
Pearson Correlation ,312 ,559** ,676** 1 ,233 -,046 ,417* ,298 ,095 ,301 ,238 ,394* ,627**
Sig. (2-tailed) ,068 ,000 ,000 ,178 ,793 ,013 ,083 ,587 ,079 ,168 ,019 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS5
Pearson Correlation ,289 ,122 -,067 ,233 1 ,420* ,536** ,541** ,427* ,462** ,235 ,349* ,612**
Sig. (2-tailed) ,093 ,486 ,702 ,178 ,012 ,001 ,001 ,011 ,005 ,174 ,040 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS6
Pearson Correlation ,128 ,123 -,075 -,046 ,420* 1 ,264 ,478** ,349* ,148 ,217 ,276 ,431**
Sig. (2-tailed) ,464 ,483 ,667 ,793 ,012 ,125 ,004 ,040 ,397 ,211 ,108 ,010
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS7
Pearson Correlation ,329 ,203 ,297 ,417* ,536** ,264 1 ,642** ,559** ,675** ,290 ,534** ,792**
Sig. (2-tailed) ,053 ,241 ,083 ,013 ,001 ,125 ,000 ,000 ,000 ,091 ,001 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS8
Pearson Correlation ,191 ,211 ,241 ,298 ,541** ,478** ,642** 1 ,559** ,577** ,397* ,546** ,786**
Sig. (2-tailed) ,272 ,225 ,162 ,083 ,001 ,004 ,000 ,000 ,000 ,018 ,001 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS9
Pearson Correlation ,410* ,089 ,198 ,095 ,427* ,349* ,559** ,559** 1 ,578** ,422* ,475** ,686**
Sig. (2-tailed) ,015 ,609 ,254 ,587 ,011 ,040 ,000 ,000 ,000 ,012 ,004 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS10 Pearson Correlation ,492** ,108 ,098 ,301 ,462** ,148 ,675** ,577** ,578** 1 ,286 ,692** ,711**
Sig. (2-tailed) ,003 ,536 ,576 ,079 ,005 ,397 ,000 ,000 ,000 ,096 ,000 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS11
Pearson Correlation -,116 -,288 ,167 ,238 ,235 ,217 ,290 ,397* ,422* ,286 1 ,260 ,411*
Sig. (2-tailed) ,506 ,093 ,338 ,168 ,174 ,211 ,091 ,018 ,012 ,096 ,131 ,014
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KS12
Pearson Correlation ,304 ,131 ,248 ,394* ,349* ,276 ,534** ,546** ,475** ,692** ,260 1 ,693**
Sig. (2-tailed) ,076 ,452 ,150 ,019 ,040 ,108 ,001 ,001 ,004 ,000 ,131 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
KETEPA
TAN
Pearson Correlation ,438** ,469** ,505** ,627** ,612** ,431** ,792** ,786** ,686** ,711** ,411* ,693** 1
Sig. (2-tailed) ,008 ,004 ,002 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3. Sistem pelaporan
Correlations
SP1 SP2 SP3 Sistem
Pelaporan
SP1
Pearson Correlation 1 ,715** ,650** ,900**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35
SP2
Pearson Correlation ,715** 1 ,701** ,895**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35
SP3
Pearson Correlation ,650** ,701** 1 ,874**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35
SISTEM
PELAPORAN
Pearson Correlation ,900** ,895** ,874** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
4. Akuntabilitas kinerja keuangan
Correlations
AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 akuntblits
AK1
Pearson Correlation 1 ,347* ,505** ,264 ,244 ,116 ,632**
Sig. (2-tailed) ,041 ,002 ,125 ,158 ,506 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
AK2
Pearson Correlation ,347* 1 ,345* ,476** ,349* ,457** ,750**
Sig. (2-tailed) ,041 ,043 ,004 ,040 ,006 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
AK3
Pearson Correlation ,505** ,345* 1 ,255 ,426* ,214 ,685**
Sig. (2-tailed) ,002 ,043 ,139 ,011 ,217 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
AK4
Pearson Correlation ,264 ,476** ,255 1 ,214 ,164 ,611**
Sig. (2-tailed) ,125 ,004 ,139 ,217 ,347 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
AK5
Pearson Correlation ,244 ,349* ,426* ,214 1 ,406* ,668**
Sig. (2-tailed) ,158 ,040 ,011 ,217 ,015 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
AK6
Pearson Correlation ,116 ,457** ,214 ,164 ,406* 1 ,598**
Sig. (2-tailed) ,506 ,006 ,217 ,347 ,015 ,000




Pearson Correlation ,632** ,750** ,685** ,611** ,668** ,598** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
5. Sistem Pengendalian Internal
Correlations
SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 Peng. Intern
SPI1
Pearson Correlation 1 ,077 ,326 ,211 ,139 ,580** ,537**
Sig. (2-tailed) ,658 ,056 ,224 ,427 ,000 ,001
N 35 35 35 35 35 35 35
SPI2
Pearson Correlation ,077 1 ,356** ,490** ,632** ,161 ,653**
Sig. (2-tailed) ,658 ,036 ,003 ,000 ,354 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
SPI3
Pearson Correlation ,326 ,356** 1 ,333 ,334* ,588** ,731**
Sig. (2-tailed) ,056 ,036 ,050 ,050 ,000 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
SPI4
Pearson Correlation ,211 ,490** ,333 1 ,412* ,313 ,693**
Sig. (2-tailed) ,224 ,003 ,050 ,014 ,067 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
SPI5
Pearson Correlation ,139 ,632** ,334** ,412** 1 ,239 ,709**
Sig. (2-tailed) ,427 ,000 ,050 ,014 ,167 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
SPI6
Pearson Correlation ,580** ,161 ,588** ,313 ,239 1 ,712**
Sig. (2-tailed) ,000 ,354 ,000 ,067 ,167 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
PENGENDI
NTERN
Pearson Correlation ,537** ,653** ,731** ,693** ,709** ,712** 1
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 35 35 35 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
C. Uji reliabilitas data
1. Intergovermental Revenue
Reliability Statistics











IR1 5,8286 2,382 ,788 ,692
IR2 5,7714 2,652 ,645 ,828
IR3 5,9429 2,350 ,679 ,801
2. Ketepatan Sasaran Anggaran
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,844 12
Item-Total Statistics








KS1 41,2000 40,400 ,430 ,838
KS2 41,9429 40,997 ,303 ,849
KS3 42,1143 41,281 ,365 ,842
KS4 42,0857 37,728 ,521 ,832
KS5 41,8000 38,635 ,528 ,831
KS6 41,6571 41,997 ,323 ,845
KS7 41,2000 36,400 ,732 ,815
KS8 41,0000 37,471 ,710 ,818
KS9 41,2000 37,929 ,615 ,825
KS10 41,1143 36,516 ,669 ,820
KS11 41,4000 42,482 ,301 ,846
KS12 41,4286 38,899 ,642 ,824
3. Sistem Pelaporan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,864 3
Item-Total Statistics








SP1 8,7429 2,314 ,739 ,824
SP2 8,2857 2,798 ,780 ,782
SP3 8,2286 2,770 ,726 ,823
4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,733 6
Item-Total Statistics








AK1 19,8000 6,282 ,427 ,709
AK2 19,5429 5,961 ,609 ,656
AK3 19,6571 6,291 ,526 ,681
AK4 20,5429 6,373 ,397 ,718
AK5 19,4286 6,193 ,484 ,691
AK6 19,6000 6,482 ,390 ,718
5. Sistem Pengendalian Internal
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,753 6
Item-Total Statistics








SPI1 18,3714 8,652 ,385 ,744
SPI2 18,0857 8,316 ,534 ,717
SPI3 17,9143 7,139 ,570 ,696
SPI4 17,9429 7,232 ,505 ,715
SPI5 17,8286 6,793 ,491 ,725
SPI6 17,8571 7,185 ,537 ,705
LAMPIRAN 3
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
INTERGOVERMENTAL REVENUE SISTEM PELAPORAN
NO IR1 IR2 IR3 TOTAL SP1 SP2 SP3 TOTAL
1 4 4 4 12 5 5 5 15
2 4 4 3 11 5 4 5 14
3 5 4 2 11 4 5 4 13
4 4 4 4 12 4 4 4 12
5 5 5 4 14 4 5 5 14
6 4 4 4 12 4 4 4 12
7 4 4 4 12 4 4 4 12
8 5 5 4 14 5 5 5 15
9 5 5 4 14 5 5 5 15
10 3 3 3 9 5 5 5 15
11 4 4 4 12 5 5 5 15
12 4 4 4 12 5 5 5 15
13 4 4 4 12 4 4 4 12
14 4 4 4 12 5 5 5 15
15 4 4 4 12 5 5 5 15
16 4 4 4 12 5 5 5 15
17 4 4 4 12 4 4 4 12
18 4 3 4 11 5 5 5 15
19 4 4 4 12 5 5 5 15
20 4 4 4 12 5 5 5 15
21 5 5 5 15 5 5 5 15
22 4 4 3 11 4 4 4 12
23 3 3 3 9 4 4 5 13
24 3 3 4 10 3 4 4 11
25 4 4 4 12 4 4 4 12
26 4 4 4 12 4 4 4 12
27 4 4 4 12 4 4 4 12
28 3 3 3 9 4 5 5 14
29 4 4 4 12 4 4 5 13
30 5 5 5 15 5 5 5 15
31 3 4 5 12 4 4 4 12
32 4 4 4 12 4 4 4 12
33 4 4 4 12 4 4 4 12
34 3 4 3 10 5 4 5 14
35 4 4 4 12 5 5 5 15
36 4 4 4 12 5 5 5 15
37 3 3 3 9 3 5 5 13
38 4 4 4 12 4 3 4 11
39 3 3 4 10 5 5 5 15
40 5 5 5 15 5 5 4 14
41 4 4 4 12 3 4 4 11
42 4 4 3 11 4 4 4 12
43 1 3 3 7 3 3 3 9
44 3 3 3 9 3 5 5 13
45 4 4 4 12 4 5 5 14
46 4 4 4 12 4 4 4 12
47 4 4 4 12 5 5 5 15
48 5 5 5 15 5 5 5 15
49 4 4 4 12 5 4 5 14
50 5 5 5 15 5 5 5 15
51 5 5 4 14 5 5 5 15
52 5 4 4 13 5 4 5 14
53 4 5 4 13 4 4 4 12
54 4 4 4 12 5 5 5 15
55 4 3 4 11 5 5 5 15
56 4 4 3 11 4 5 5 14
57 4 4 3 11 4 5 5 14
58 5 5 4 14 4 4 4 12
59 5 5 4 14 4 4 4 12
60 4 4 4 12 4 4 5 13
61 5 4 4 13 4 4 4 12
62 4 5 4 13 5 5 4 14
63 4 4 4 12 5 5 5 15
64 4 4 4 12 5 5 5 15
65 4 4 4 12 4 4 4 12
66 4 4 4 12 5 3 4 12
67 4 4 5 13 4 4 5 13
68 3 3 4 10 5 5 5 15
69 4 4 4 12 5 5 5 15
70 5 5 5 15 5 5 5 15
71 4 4 4 12 4 5 5 14
72 4 5 4 13 5 5 5 15
73 5 4 4 13 4 5 5 14
74 5 4 4 13 4 5 5 14
75 4 5 4 13 5 5 5 15
KETEPATAN SASARAN ANGGARAN
NO KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 KS11 KS12 TOTAL
1 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 54
2 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 48
3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 52
4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 52
5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 56
6 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 51
7 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 50
8 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 57
9 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 54
10 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 54
11 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 48
12 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 50
13 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 51
14 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 48
15 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 48
16 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 48
17 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 53
18 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 43
19 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 47
20 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 47
21 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 52
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23 3 3 3 4 2 2 5 4 5 4 4 5 44
24 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 50
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47
27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47
28 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 47
29 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 48
30 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 54
31 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 44
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
34 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 47
35 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 49
36 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 5 49
37 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 4 46
38 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 50
39 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 47
40 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 51
41 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 48
42 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 49
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
44 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 4 46
45 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 46
46 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 53
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
48 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58
49 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 55
50 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 54
51 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 52
52 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 53
53 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 47
54 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 56
55 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 56
56 4 5 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 49
57 4 5 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 49
58 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 47
59 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 47
60 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 44
61 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 53
62 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 54
63 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 54
64 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 56
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
66 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 46
67 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 51
68 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 54
69 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 53
70 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 54
71 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 52
72 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 55
73 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 51
74 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 51
75 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 55
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
NO AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 TOTAL SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 TOTAL
1 4 5 5 4 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24
2 4 4 4 3 4 5 24 3 4 5 4 5 4 25
3 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23
4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
5 5 4 4 4 5 5 27 3 5 4 4 4 5 25
6 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 3 4 4 23
7 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 4 4 20
8 4 5 3 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23
9 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 23
10 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24
11 5 4 4 4 4 4 25 3 5 4 4 4 4 24
12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
13 5 4 4 4 5 4 26 4 3 3 3 4 4 21
14 4 5 4 4 4 4 25 3 3 3 3 4 5 21
15 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 4 5 21
16 4 5 4 4 4 4 25 3 3 3 3 4 5 21
17 5 4 4 4 4 4 25 3 3 3 3 4 5 21
18 4 4 3 4 5 4 24 3 4 3 4 4 4 22
19 4 4 4 3 5 4 24 3 3 4 4 4 4 22
20 4 4 4 3 5 4 24 3 4 4 4 4 4 23
21 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 4 4 21
22 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23
23 4 4 4 4 4 5 25 3 3 4 3 3 3 19
24 3 5 4 4 5 3 24 4 4 3 4 4 4 23
25 4 4 3 3 4 4 22 3 3 4 4 4 4 22
26 4 4 4 5 4 3 24 3 3 4 4 4 4 22
27 4 4 4 3 4 3 22 3 3 4 4 4 4 22
28 3 5 4 4 5 5 26 3 3 3 3 3 3 18
29 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24
30 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 5 25
31 4 4 3 3 4 3 21 3 3 3 3 3 3 18
32 4 4 4 4 4 4 24 1 3 3 3 3 3 16
33 4 4 4 4 4 4 24 1 3 3 3 3 3 16
34 5 4 4 5 4 5 27 4 4 5 5 4 5 27
35 4 3 4 4 5 5 25 4 3 3 4 4 4 22
36 3 4 4 4 5 5 25 4 4 5 4 3 3 23
37 3 4 4 3 4 4 22 4 3 4 4 3 4 22
38 3 3 4 4 5 4 23 3 3 4 3 4 4 21
39 3 5 4 3 4 4 23 4 3 4 4 3 3 21
40 5 4 4 4 5 5 27 4 4 5 5 5 5 28
41 4 4 4 4 3 4 23 4 3 4 4 4 3 22
42 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 21
43 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18
44 3 4 4 3 4 4 22 4 3 4 4 3 4 22
45 4 5 5 4 5 5 28 3 3 4 4 3 3 20
46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
47 4 4 4 4 5 5 26 3 3 3 3 3 3 18
48 4 4 4 3 5 4 24 3 3 2 3 2 3 16
49 4 5 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 5 28
50 3 3 4 3 5 5 23 4 4 3 4 4 3 22
51 4 4 3 4 4 4 23 4 5 5 4 4 4 26
52 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 5 4 23
53 4 4 3 4 4 4 23 4 4 5 4 4 4 25
54 4 4 4 4 5 5 26 3 4 4 4 3 3 21
55 4 4 4 4 5 5 26 3 4 4 4 3 3 21
56 4 5 4 3 3 4 23 3 4 4 3 4 3 21
57 4 5 4 3 3 4 23 3 4 4 3 4 3 21
58 4 4 4 4 5 4 25 4 3 3 4 4 4 22
59 4 4 4 4 5 4 25 4 3 3 4 4 4 22
60 5 5 4 3 4 4 25 3 5 4 3 5 5 25
61 4 4 5 5 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24
62 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30
63 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 5 4 4 25
64 5 4 4 4 5 5 27 4 3 3 4 4 3 21
65 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
66 4 3 4 2 4 3 20 2 3 3 3 3 3 17
67 4 4 4 4 4 5 25 2 3 4 4 5 5 23
68 4 5 4 5 5 5 28 3 3 2 3 3 3 17
69 3 3 4 4 5 5 24 3 3 3 4 4 3 20
70 4 4 4 3 5 5 25 3 3 3 4 4 4 21
71 3 3 3 3 4 4 20 3 3 4 4 4 4 22
72 4 4 5 5 5 5 28 4 3 4 4 5 3 23
73 4 4 4 4 4 5 25 4 5 4 4 4 5 26
74 4 4 4 4 4 5 25 4 5 4 4 4 5 26
75 4 4 5 5 5 5 28 4 3 4 4 5 3 23
LMPIRAN 4
STATISTIK DESKRIPTIF
A. Statistik Deskriptif Responden
Jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 20 26 %
2 Perempuan 55 74 %
Jumlah 75 100 %
Usia
No Usia Jumlah Persentase
1 20-30 Tahun 12 16%
2 31-40 Tahun 25 34%
3 41-50 Tahun 31 42%
4 >50 tahun 6 8 %
Jumlah 75 100 %
Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 D3 10 14 %
2 S1 59 78 %
3 S2 6 8 %
4 S3 0 0 %
Jumlah 75 100 %
Masa Kerja
No Masa Kerja Jumlah Persentase
1 0-5 Tahun 36 48 %
2 6-10 Tahun 20 26,6 %
3 >10 Tahun 19 25,4 %
Jumlah 75 100 %
B. Stati stik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Intergovermental Revenue 75 7,00 15,00 12,0400 1,56343
Ketepatan Sasaran
Anggaran 75 36,00 58,00 49,8933 4,20287
Sistem Pelaporan 75 9,00 15,00 13,5867 1,45280
Sistem Pengendalian
Internal 75 16,00 30,00 22,2267 2,76353
Akuntabilitas Kinerja
Keuangan 75 18,00 28,00 24,4267 1,98081
Valid N (listwise) 75




N Valid 75 75 75Missing 0 0 0
Mean 4,0533 4,0667 3,9200
Minimum 1,00 3,00 2,00
Maximum 5,00 5,00 5,00
Sum 304,00 305,00 294,00
IR1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
1,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 10 13,3 13,3 14,7
4,00 47 62,7 62,7 77,3
5,00 17 22,7 22,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
IR2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 11 14,7 14,7 14,7
4,00 48 64,0 64,0 78,7
5,00 16 21,3 21,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
IR3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 12 16,0 16,0 17,3
4,00 54 72,0 72,0 89,3
5,00 8 10,7 10,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
2. Ketepatan Sasaran Anggaran
Statistics
KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 KS11 KS12
N Valid 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,1600 4,0933 3,7067 3,8533 4,0933 4,0000 4,4667 4,3733 4,3200 4,2667 4,1867 4,3733
Minimum 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Sum 312,00 307,00 278,00 289,00 307,00 300,00 335,00 328,00 324,00 320,00 314,00 328,00
KS1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 8 10,7 10,7 10,7
4,00 47 62,7 62,7 73,3
5,00 20 26,7 26,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 10 13,3 13,3 13,3
4,00 48 64,0 64,0 77,3
5,00 17 22,7 22,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 27 36,0 36,0 36,0
4,00 43 57,3 57,3 93,3
5,00 5 6,7 6,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 22 29,3 29,3 29,3
4,00 42 56,0 56,0 85,3
5,00 11 14,7 14,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 8 10,7 10,7 12,0
4,00 49 65,3 65,3 77,3
5,00 17 22,7 22,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 9 12,0 12,0 13,3
4,00 54 72,0 72,0 85,3
5,00 11 14,7 14,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 4 5,3 5,3 5,3
4,00 32 42,7 42,7 48,0
5,00 39 52,0 52,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 3 4,0 4,0 4,0
4,00 41 54,7 54,7 58,7
5,00 31 41,3 41,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 5 6,7 6,7 6,7
4,00 41 54,7 54,7 61,3
5,00 29 38,7 38,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 12 16,0 16,0 16,0
4,00 31 41,3 41,3 57,3
5,00 32 42,7 42,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS11
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 6 8,0 8,0 8,0
4,00 49 65,3 65,3 73,3
5,00 20 26,7 26,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
KS12
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 4 5,3 5,3 5,3
4,00 39 52,0 52,0 57,3
5,00 32 42,7 42,7 100,0




N Valid 75 75 75Missing 0 0 0
Mean 4,4267 4,5333 4,6267
Minimum 3,00 3,00 3,00
Maximum 5,00 5,00 5,00
Sum 332,00 340,00 347,00
SP1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 5 6,7 6,7 6,7
4,00 33 44,0 44,0 50,7
5,00 37 49,3 49,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
SP2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 3 4,0 4,0 4,0
4,00 29 38,7 38,7 42,7
5,00 43 57,3 57,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
SP3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 1 1,3 1,3 1,3
4,00 26 34,7 34,7 36,0
5,00 48 64,0 64,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Statistics
AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6
N Valid 75 75 75 75 75 75Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 3,9867 4,0400 3,9867 3,8133 4,3200 4,2800
Minimum 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Sum 299,00 303,00 299,00 286,00 324,00 321,00
AK1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 12 16,0 16,0 16,0
4,00 52 69,3 69,3 85,3
5,00 11 14,7 14,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
AK2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 9 12,0 12,0 13,3
4,00 51 68,0 68,0 81,3
5,00 14 18,7 18,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
AK3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 9 12,0 12,0 12,0
4,00 58 77,3 77,3 89,3
5,00 8 10,7 10,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
AK4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 18 24,0 24,0 25,3
4,00 50 66,7 66,7 92,0
5,00 6 8,0 8,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
AK5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 4 5,3 5,3 5,3
4,00 43 57,3 57,3 62,7
5,00 28 37,3 37,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
AK6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 6 8,0 8,0 8,0
4,00 42 56,0 56,0 64,0
5,00 27 36,0 36,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
5. Sistem Pengendalian Intern
Statistics
SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6
N Valid 75 75 75 75 75 75Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 3,3867 3,6000 3,7600 3,7467 3,8667 3,8667
Minimum 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Sum 254,00 270,00 282,00 281,00 290,00 290,00
SPI1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1,00 2 2,7 2,7 2,72,00 2 2,7 2,7 5,3
3,00 37 49,3 49,3 54,7
4,00 33 44,0 44,0 98,7
5,00 1 1,3 1,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
SPI2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 38 50,7 50,7 50,7
4,00 29 38,7 38,7 89,3
5,00 8 10,7 10,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
SPI3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 2 2,7 2,7 2,7
3,00 22 29,3 29,3 32,0
4,00 43 57,3 57,3 89,3
5,00 8 10,7 10,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
SPI4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 23 30,7 30,7 30,7
4,00 48 64,0 64,0 94,7
5,00 4 5,3 5,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
SPI5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,3 1,3 1,3
3,00 17 22,7 22,7 24,0
4,00 48 64,0 64,0 88,0
5,00 9 12,0 12,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
SPI6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 24 32,0 32,0 32,0
4,00 37 49,3 49,3 81,3
5,00 14 18,7 18,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
LAMPIRAN 5
UJI KUALITAS DATA
A. Uji Validitas Data
1. Intergovermental Revenue
Correlations
IR1 IR2 IR3 Intergovermental
IR1 Pearson Correlation 1 ,736** ,425** ,880**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
IR2 Pearson Correlation ,736** 1 ,495** ,890**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
IR3 Pearson Correlation
,425** ,495** 1 ,740**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
Intergovermenta
l
Pearson Correlation ,880** ,890** ,740** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
2. Ketepatan Sasaran Anggaran
Correlations




,446** .201 ,474** .200 .129 .142 .121 .151 .071 .098 ,538**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .083 .000 .086 .270 .224 .303 .195 .543 .405 .000




* 1 ,426** ,349** ,488** ,318** .216 ,337
*
* .181 .192 .068 .169 ,640**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .005 .062 .003 .121 .099 .561 .147 .000




* ,426** 1 ,451** ,411** ,404** .010 .213 ,387
*
* ,250* ,250* .204 ,638**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .931 .067 .001 .030 .031 .079 .000




,451** 1 ,370** .219 .108 ,261* ,470
*
* .027 .187 .180 ,552**
Sig. (2-tailed) .083 .002 .000 .001 .060 .355 .023 .000 .820 .109 .122 .000




* ,488** ,411** ,370** 1 ,498** ,245* .208 ,321
*
* ,246* ,260* ,237* ,684**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .034 .073 .005 .034 .024 .040 .000




,404** .219 ,498** 1 ,237* ,337
*
* .080 .131 ,338** ,323** ,576**
Sig. (2-tailed)
.086 .005 .000 .060 .000 .040 .003 .497 .261 .003 .005 .000
N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
KS7 Pearson
Correlation .129 .216 .010 .108 ,245
*
,237* 1 ,277* ,332
*
* ,332** .179 .151 ,465**
Sig. (2-tailed) .270 .062 .931 .355 .034 .040 .016 .004 .004 .125 .197 .000




.213 ,261* .208 ,337** ,277* 1 ,363
*
* ,316** .161 ,389** ,570**
Sig. (2-tailed) .224 .003 .067 .023 .073 .003 .016 .001 .006 .168 .001 .000
N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
KS9 Pearson
Correlation .121 .181 ,387
**
,470** ,321** .080 ,332** ,363
*
* 1 ,426** ,303** ,387** ,634**
Sig. (2-tailed) .303 .121 .001 .000 .005 .497 .004 .001 .000 .008 .001 .000




Correlation .151 .192 ,250
*




* 1 ,375** ,272* ,552**
Sig. (2-tailed) .195 .099 .030 .820 .034 .261 .004 .006 .000 .001 .018 .000




Correlation .071 .068 ,250
*
.187 ,260* ,338** .179 .161 ,303
*
* ,375** 1 ,604** ,540**
Sig. (2-tailed) .543 .561 .031 .109 .024 .003 .125 .168 .008 .001 .000 .000










* ,272* ,604** 1 ,569**
Sig. (2-tailed) .405 .147 .079 .122 .040 .005 .197 .001 .001 .018 .000 .000













* ,552** ,540** ,569** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
3. Sistem pelaporan
Correlations
SP1 SP2 SP3 Sistem Pelaporan
SP1 Pearson Correlation 1 ,489** ,550** ,815**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
SP2 Pearson Correlation ,489** 1 ,726** ,862**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
SP3 Pearson Correlation ,550** ,726** 1 ,876**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
SistemPelaporan Pearson Correlation ,815** ,862** ,876** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
4. Akuntabilitas kinerja keuangan
Correlations
AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 Akuntblits
A
K1
PearsonCorrelation 1 ,163 ,050 ,241* ,014 ,171 ,470**
Sig. (2-tailed) ,164 ,671 ,038 ,908 ,141 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
A
K2
PearsonCorrelation ,163 1 ,236* ,098 -,038 ,080 ,450**
Sig. (2-tailed) ,164 ,042 ,403 ,749 ,495 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
A
K3
PearsonCorrelation ,050 ,236* 1 ,328** ,262* ,386** ,618**
Sig. (2-tailed) ,671 ,042 ,004 ,023 ,001 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
A
K4
PearsonCorrelation ,241 ,098 ,328** 1 ,261* ,378** ,664**
Sig. (2-tailed) ,038 ,403 ,004 ,024 ,001 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
A
K5
PearsonCorrelation ,014 -,038 ,262* ,261* 1 ,478** ,568**
Sig. (2-tailed) ,908 ,749 ,023 ,024 ,000 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
A
K6
PearsonCorrelation ,171 ,080 ,386** ,378** ,478** 1 ,722**
Sig. (2-tailed) ,141 ,495 ,001 ,001 ,000 ,000





** ,450** ,618** ,664** ,568** ,722** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
lita
s
N 75 75 75 75 75 75 75
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
5. Sistem Pengendalian Internal
Correlations





PearsonCorrelation 1 ,361** ,373** ,509** ,277* ,217 ,650**
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,016 ,061 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
SPI
2
PearsonCorrelation ,361** 1 ,556** ,379** ,320** ,397** ,720**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,001 ,005 ,000 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
SPI
3
PearsonCorrelation ,373** ,556** 1 ,565** ,438** ,302** ,762**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
SPI
4
PearsonCorrelation ,509** ,379** ,565** 1 ,415** ,297** ,726**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,010 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
SPI
5
PearsonCorrelation ,277* ,320** ,438** ,415** 1 ,576** ,709**
Sig. (2-tailed) ,016 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
SPI
6
PearsonCorrelation ,217 ,397** ,302** ,297** ,576** 1 ,669**
Sig. (2-tailed) ,061 ,000 ,009 ,010 ,000 ,000




PearsonCorrelation ,650** ,720** ,762** ,726** ,709** ,669** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 75 75 75 75 75 75 75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).















IR1 7.9867 1.013 .677 .661
IR2 7.9733 1.134 .743 .587
IR3 8.1200 1.458 .491 .843
2. Ketepatan Sasaran Anggaran
Reliability Statistics











KS1 45.7333 15.333 .426 .809
KS2 45.8000 14.811 .544 .799
KS3 46.1867 14.857 .544 .800
KS4 46.0400 15.066 .430 .809
KS5 45.8000 14.486 .593 .795
KS6 45.8933 15.232 .474 .805
KS7 45.4267 15.680 .341 .816
KS8 45.5200 15.280 .468 .806
KS9 45.5733 14.843 .537 .800
KS10 45.6267 14.832 .415 .812
KS11 45.7067 15.426 .435 .809
KS12 45.5200 15.199 .463 .806
3. Sistem Pelaporan
Reliability Statistics











SP1 9.1600 1.028 .557 .838
SP2 9.0533 .997 .677 .702
SP3 8.9600 1.066 .735 .656
4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.606 6
Item-Total Statistics








AK1 20.4400 3.196 .209 .612
AK2 20.3867 3.213 .161 .636
AK3 20.4400 2.979 .432 .532
AK4 20.6133 2.727 .441 .517
AK5 20.1067 2.961 .321 .569
AK6 20.1467 2.559 .515 .481
5. Sistem Pengendalian Internal
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.794 6
Item-Total Statistics








SPI1 18.8400 5.623 .464 .784
SPI2 18.6267 5.399 .565 .759
SPI3 18.4667 5.252 .624 .744
SPI4 18.4800 5.739 .609 .753
SPI5 18.3600 5.585 .566 .759



















Asymp. Sig. (2-tailed) .939
a. Test distribution is Normal.






Intergovermental revenue ,747 1,339
Ketepatan Anggaran ,668 1,497
Sistem Pelaporan ,827 1,209
Pengendalian Internal ,899 1,112









t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3,075 1,617 1,902 ,061
Intergovermental revenue ,023 ,087 ,036 ,268 ,789
Ketepatan Anggaran -,019 ,034 -,078 -,552 ,583
Sistem Pelaporan ,050 ,089 ,072 ,563 ,575
Sistem Pengendalian Intern -,081 ,045 -,221 -1,806 ,075
a. Dependent Variable: AbsUt
LAMPIRAN 7
UJI HIPOTESIS
1. Analisis Regresi Berganda
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,527a .278 .248 1.71803
a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Intergovermental Renenue, Ketepatan
Sasaran Anggaran
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 80.782 3 26.927 9.123 ,000b
Residual 209.565 71 2.952
Total 290.347 74
a. Dependent Variable: Akuntabilitas





t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 11.273 2.603 4.331 .000
Intergovermental .004 .147 .003 .025 .980
Ketepatan Anggaran .139 .057 .296 2.439 .017
SistemPelaporan .453 .151 .332 2.998 .004
a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja Keuangan
2. Analisis Regresi Nilai Selisih Mutlak
Model Summary





1 ,615a .379 .314 1.64103




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 109.917 7 15.702 5.831 ,000b
Residual 180.429 67 2.693
Total 290.347 74
a. Dependent Variable: Akuntabilitas
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovermental revenue), X1_M,











1 (Constant) 23.727 .414 57.244 .000
Zscore (Intergovermental
revenue) -.065 .226 -.032 -.286 .776
Zscore (Ketepatan Anggaran) .520 .237 .259 2.197 .031
Zscore (Sistem Pelaporan) .685 .212 .350 3.231 .002
Zscore (Pengendalian Internal) .411 .215 .201 1.911 .060
X1_M -.232 .274 -.094 -.847 .400
X2_M -.073 .337 -.028 -.216 .830
X3_M .901 .361 .288 2.495 .015
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Keuangan
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